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ABSTRAK

Nama . Rio Panggabumi Rasobayo
Program Studi : [Imu Hukum
Judul : Analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Mengenal

Proses Pemilihan Mitra Kerja Dalam Proyek Gas Blok Donggi-
Senoro Oleh PT Pertaminadan PT Medco Energi Internasiona

Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
tentang proses pemilihan mitra kerja atau beauty contest. Para Terlapor, yakni PT
Pertamina, PT Medco Energi Internasional, dan PT Medco E& P Tomori Sulawesi
melakukan proses beauty contest atau suatu proses pemilihan mitra kerja untuk
menjalankan proyek gas Blok Donggi-Senoro secara bersama-sama. Mereka
memilih dan menunjuk Mitsubishi Corporation dalam proses pemilihan mitra
tersebut. Namun menurut KPPU, perkara ini merupakan salah satu bentuk
persaingan usaha yang tidak sehat, karena PT Pertamina, PT Medco Energi
Internasional dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi dinilai telah melakukan
tindakan persekongkolan tender yang merugikan peserta lainnya. Dalam memutus
perkaraini, KPPU menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan ketentuan pasal
22 dan 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Skrips yang dibuat dengan metode
penelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa KPPU tidak tepat dalam
memutus bersalah para terlapor dengan ketentuan mengenai tender dalam
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, mengingat ketentuan tender tersebut
tidaklah mengatur mengenai proses pemilihan mitra kerja sebagaimana yang
dilakukan oleh paraterlapor.

Kata Kunci:
Hukum Persaingan Usaha, Tender, KPPU
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ABSTRACT

Name : Rio Panggabumi Rasobayo
Studi Program : Law
Title : Analysis of Comission for The Supervisioof Business

Competition’s Decision Regarding The Beauty ConRysiccess
of Donggi-Senoro’s Gas Project by PT PertaminaRihdviedco
Energi Internasional

This thesis discusses about the decision of Thei€xiom for The Supervision of
Business Competition (KPPU) about the process leicBag partners or beauty
contest. The Parties, PT Pertamina, PT Medco Enetgrnasional, and PT
Medco E & P Tomori Sulawesi did beauty contest psscor a process of
selecting project partners to run the gas projé&lack Donggi-Senoro together.
They select and appoint the Mitsubishi Corporationthis partner selection
process. But according to the Commission, this eae form of unfair business
competition, because of PT Pertamina, PT Medco d¢traternasional and PT
Medco E & P Tomori Sulawesi have been regardedoasgdender conspiracy
which harm the other participants. In deciding tlugse, the Commission
condemned them with the provisions of articles 88 23 of Act No. 5, 1999
about Competition Law. This thesis prepared bynie¢hod of juridical normative
study concludes that the Commission is not accunateciding the guilt reported
to the provisions of the tender in Act No. 5 of 298onsidering the provisions of
the tender is not regulating the process of selgqgbiartners as what the parties
done.

Keywords :
Competition Law, Beauty Contest, Comission
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam dunia usaha dan bisnis, kita telah mexygtbahwa persaingan
itu akan selalu ada. Secara terminologi, katagiegan dapat diartikan bahwa
ketika ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalgaya saling mengungguli dan
ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tyjaag sama. ltu artinya
bahwa, persaingan yang dimaksud adalah persaingahauantara beberapa
pelaku usaha yang sama — sama bertujuan untuk petkda keuntungan dari
setiap usahanya. Pelaku usaha tersebut akan rketakierbagai cara untuk
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pelséioa lainnya.

Dengan adanya persaingan di antara beberapa peis&ba, sering
mengakibatkan adanya suatu pelaku usaha yang rkalakkecurangan -
kecurangan atau melakukan tindakan yang tidak untuk mengungguli pelaku
usaha lainnya dalam memperoleh keuntungan. Akybatmaka akan ada suatu
pelaku usaha yang dirugikan dan bisa saja pelaghautersebut tidak dapat lagi
melakukan kegiatan usahanya jika terus — menenmugidlan. Persaingan di
antara para pelaku usaha yang terjadi secara c(uaufigir competitiof, tidak
hanya dapat mengakibatkan kerugian bagi konsure&pitiuga dapat merugikan
negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum untukjamen terselenggaranya
pasar bebas secara adil mutlak diperlukan.

Persaingan usaha juga tidak hanya mengakibatkarpala yang buruk,
ada dampak baik dari munculnya suatu persainganmaugang sehat. Dampak
tersebut diantaranya adalah untaknjaga kepentingan umum dan meningkatkan
efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upayak meningkatkan
kesejahteraan rakyanewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peogat

persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin aad@mastian kesempatan

! Arie SiswantoHukum Persaingan Usah@dakarta : Ghalia Indonesia, 2002) hal.13
2 Andi Fahmi Lubis et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dant&s(Jakarta :
lorem ipsum dolor sit amet, 2009) hal. 3
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berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaka menengah, dan pelaku
usaha kecil; mencegah praktek monopoli dan atasapayan usaha tidak sehat
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptaafgktivitas dan efisiensi
dalam kegiatan usaHia.

Jika kita melihat tujuan dari dibuatkannya atuharkum tersebut, maka
akan terlihat suatu dampak yang baik terhadap pzekaku usaha dan
perekonomian negara serta memberikan manfaat yesey berhadap masyarakat
Indonesia. Oleh karena itulah, penegakan hukum apgan merupakan
instrumen ekonomi yang sering digunakan untuk mékeas bahwa persaingan
antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat damyaagapat terukur berupa
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun saat ini, penegakan hukum persaingan usatiki dkurang
optimal dalam menyelesaikan permasalahan yangliggekait persaingan usaha
di Indonesia. Pemerintah membuat suatu komisi ydngus mengawasi dan
menyelesaikan permasalahan persaingan usaha, ydkmisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU). KPPU ad&lammisi yang dibentuk untuk mengawasi
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahaaydidakmelakukan praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak SeRktsan filosofis yang dijadikan
dasar pembentukan komisi ini, yaitu dalam mengawakiksanaan suatu aturan
hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat keweamna dari negara
(pemerintah dan rakyat). Adapun alasan sosiologiag dijadikan dasar
pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengaddéam memeriksa dan
mengadili perkara, serta beban perkara pengaditary ysudah menumpdk.

Namun masih saja ada beberapa putusan dari KPRig gmilai
bermasalah. Pemberian sanksi yang dijatuhkan dplansan terkadang tidak
tepat dan tidak sesuai terhadap tindakan pelakbaugang diduga melakukan

tindakan persaingan usaha tidak sehat. KPPU dalamutus perkara terkadang

® IndonesiaUndang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Pergaim Usaha Tidak
Sehat UU No. 5 Tahun 1999, LN No 33 Tahun 1999. TLN 8817, Ps. 3
4 Andi Fahmi Lubis et al., op. cit.hal. ix
® Indonesia, UU No. 5 Tahun 1998p. cit, Ps. 1 butir 18
® Rachmadi UsmanHukum Persaingan Usaha di Indonedidakarta : PT Gramedia
Pustaka Utama, 2004) hal. 99
UNIVERSITAS INDONESIA
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menggunakan pasal yang tidak sesuai untuk menkesdlahan pelaku usaha
yang diduga melakukan persaingan usaha tidak skmajuga pemberian sanksi
terhadap kesalahan tersebut yang terkesan menradala-

Sebagai contoh yang masih hangat dibicarakan fadaldusan KPPU
terhadap proseBeauty ContesProyek Donggi — Senoro yang melibatkan PT.
Pertamina (Persero) d&T. Medco Energi Internasional, Tbk. sebagai peiayed
proyek eksplorasi gas di daerah tersebut. Dalamentakan siapa yang layak
ikut mengerjakan proyek eksplorasi minyak di Blokrggi — Senoro tersebut,
PT. Pertamina dan PT. Medco Energi Internasiondli#n dahulu melakukan
Beauty Contestbagi para pelaku usaha yang ingin dan merasa mampu
mengerjakan proyek tersebut secara sunguh — sundgohkompeten. Dari
proses beauty contesttersebutlah akan terlihat pihak mana yang memiliki
kemampuan dan pengalaman yang bagus dalam mergalgmkyek eksplorasi
minyak dan gas ini. Setelah melalui proses pamlaersebut, maka munculah
nama Mitsubishi Corporation yang dirasa sanggumukumhengerjakan proyek
tersebut. Selain karena kemampuan yang mumpunpeagalaman yang sudah
cukup banyak, Mitsubishi Corporation dipilin kareparusahaan raksasa dari
Jepang ini dinilai sanggup untuk segera mengerj@kayek dalam waktu dekat
karena peralatan yang dimilikinya berteknologi jndan mutakhir. Diharapkan
dengan penunjukan tersebut proses pengerjaan pekgpkorasi minyak dan gas
ini dapat berjalan sesegera mungkin karena saan@&mang Indonesia sedang
mengalami krisis energi.

Permasalahan ini muncul saat ada salah satu pdrak merasa dirugikan
dengan terpilihnya Mitsubishi Corporation melaloogesbeauty contesersebut.
Kecurangan ini tercium oleh PT. LNG Energi Utamarysahaan ini menganggap
Mitsubishi Corporation menggunakan data dan inf@inrahasia milik LNG
Energi Utama untuk ikut dalam proses tendefemudian pihak tersebut
melaporkan prosebeauty contesini ke KPPU dengan alasan bahwa telah ada

persekongkolan untuk memenangkan Mitsubishi Cotfmoralalam mengerjakan

" Hukum-online, ‘Kilang gas senoro menguap sampaPWP diakses tanggal 23 Januari
2011, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2035&kil-gas-senoro-menguap-sampai-
kppu, 23 Oktober 2008
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proyek atau tender eksplorasi minyak dan gas digDor Senoro. Semenjak
dilaporkannya kasus ini ke KPPU oleh pihak tersebonbka KPPU segera
memeriksa perkara persekongkolan ini dan telah kakén tahapan — tahapan
untuk memutus perkara ini. Lalu pada tanggal 21dar2011 telah diputus oleh
KPPU bahwa PT Pertamina (Persero), PT Medco Enetgiinasional, Tbk dan
Mitsubishi Corporation terbukti secara sah dan rkiey@n melanggar Pasal 22
dan 23 UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu juga, KRR&hghukum PT Pertamina
(Persero) membayar denda sebesar Rp 10.000.000(86puluh milyar rupiah),
PT Medco Energi Internasional, Tbk membayar deeti@sar Rp 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) dan Mitsubishi Corporation mieayar denda sebesar Rp.
15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yangubadisetor ke Kas Negara
sebagai setoran pendapatan denda pelanggararadglpersaingan usaha Satuan
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui BPamierintah dengan kode
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaradiddng Persaingan
Usaha).

Putusan yang dikeluarkan oleh KPPU tersebut dimikrmasalah dan
tidak sesuai dengan aturan yang ada. PT. PertadanaPT. Medco Energi
Internasional menilai bahwa KPPU tidak bisa memkadantardbeauty contest
yang digunakan dalam proyek Donggi Senoro dan tesejgerti yang dimaksud
dalam kedua pasal terseButOleh karena permasalahan inilah, dalam penelitian
ini akan menganalisis dan mengkaji kasus ini dadus pandang penelitian
ilmiah.  Selain itu juga diharapkan dengan adanymneptian ini dapat
memberikan sedikit gambaran dan titik terang dgbemyelesaian beda pendapat
dalam perkara eksplorasi minyak dan gas di Donggbenoro antara PT.
Pertamina, PT. Medco Energi Internasional dan Nditdu Corporation dengan
pihak KPPU. Sehingga mungkin nantinya penelitiandapat dijadikan bahan
acuan dan referensi karya ilmiah dalam menganalemmsmenyelesaikan perkara

ini.

8 Hukum-online,'Pertamina dan Medco Keberatan Atas Putusan KPRlikses pada
tanggal 23 Januari 2011http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20357{artina-dan-

medco-keberatan-atas-putusan-kppudanuari 2011
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1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalaan bkelakang, maka
pokok permasalahan yang akan dikemukakan adalah :

1). Bagaimana pertimbangan KPPU menurut Hukum BPey@a Usaha di
Indonesia, sehingga menganggap bahwa suatu fBesegy Contestlalam
menentukan mitra kerja yang berhak mengerjakangir®onggi — Senoro
adalah sama bentuknya dengan suatu tender?

2). Bagaimana indikasi yang dijadikan pertimbangaleh KPPU dalam
menentukan bahwa PT. Pertamina, PT. Medco Enetgrnasional dan
Mitsubishi Corporation telah terbukti secara sahn dmeyakinkan
melakukan pelanggaran yang terdapat dalam Pasala@223 Undang-

Undang nomor 5 tahun 19997

1.3.  Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini terbagi radnfujuan umum dan
tujuan khusus, yaitu sebagai berikut :
1). Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secansiah mengenai
permasalahan yang terjadi dalam proseauty contestlalam proyek gas Blok
Donggi-Senoro dilihat dari Hukum Persaingan Usabkehingga nantinya
diharapkan penelitian ini dapat memberikan sedgambaran dan titik terang
dalam penyelesaian perkara eksplorasi gas Blok @é®gnoro antara PT.
Pertamina, PT. Medco Energi Internasional dan Nithi Corporation dengan
pihak KPPU
2). Tujuan Khusus

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pemtahan hukum
eksplorasi gas Blok Donggi-Senoro secara jelas gamblang terkait beda
pendapat pengertian prosesauty contestlengan suatu tender dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 dan dapat menjawab peratesalyang ada dalam
pertimbangan KPPU dalam memutus perkara ini. Deraglamya penelitian ini,

diharapkan dapat dijadikan bahan dan referensialimbagi mereka yang

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisa putusan ..., Rio Panggabumi Rasobayo, FH Ul, 2011



membutuhkan bahan kepustakaan dalam penulisarddndpihukum persaingan

usaha, khususnya terkait perkara persekongkolaeten

1.4.

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yaranadering digunakan oleh

peneliti, berikut ini istilah - istilah dan pengarinya :

1.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan adan baaha, baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yahgkan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wildyakum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamaasamelalui
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan aus#dlam bidang
ekonom;?

Persaingan usaha tidak sehat adalah persainganpaa&u usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaramdaan atau jasa
yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melavimkum atau
menghambapersaingan usah8.

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bemtksama yang
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usahadiemgan maksud
untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentinganupetaiha yang
bersekongkot®

Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguaagodan atau jasa
baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untukpdwingan pihak
lain.*?

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi gdregtuk untuk
mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatdranya agar tidak
melakukan praktek monopoli dan atau persainganausddk sehat®

® Indonesia, Undang-undang nomor 5 tahun 18@9cit, Ps. 1 butir 5.
%1pid., Ps. 1 butir 6.
" pid., Ps. 1 butir 8.
2 Ipid., Ps. 1 butir 15.
2 bid., Ps. 1 butir 18.
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6. Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memdposuatu
pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, ataik unenyediakan
jasa

7. Beauty Contestadalah proses pemilihan mitra kerja, sehingga kpiha
penyelenggara dari proses ini dapat mencari darumgk mitra kerja
yang dinilai memiliki pengalaman dan permodalaruae&riteria dalam

menjalankan proyek secara bersama-sama. (ErmaguRgjak, 2011)

1.5. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian karya ilmiah, posisi oadeiogi sangatlah
penting sebagai suatu pedoman. Pedoman ini nantakgan menjelaskan
mengenai apa yang seharusnya atau yang tidak selaruilakukan dalam
penelitian. Agar penelitian yang dilakukan benamdyedapat menyentuh dan
menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun fungsi dari metodologi dalam suatu peralityang merupakan
kegiatan ilmiah adalah untuk memberikan pedoman irmgwan tentang cara-
cara mempelajari, menganalisa, dan memahami lirgdaugang dihadapinya.
1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti pada dasamgmggunakan metode
yuridis normatif. Metode penelitian yuridis norniatierupakan penelitian yang
khusus meneliti hukum sebagai norma positif di mhalaistem perundang-
undangan. Dalam penelitian yuridis normatif ini,npktian mengacu pada
Undang-undang Tentang Larangan Praktik MonopoliRersaingan Usaha Tidak
Sehat. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwaelkspkonomi berperan
penting dalam Penelitian hukum persaingan. Strultenilaku, dan kondisi pasar
hanya bisa diteliti dengan menggunakan prinsiprdamus ekonomi. Oleh karena
itu, penulisan skripsi tentang analisa putusan KHRRUterkait prosesbeauty
contestidak absolut bersifat yuridis normatif.

1.5.2. Jenis Data yang Digunakan

*bid., Penjelasan Ps. 22.
' Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukuniJakarta: Ul Press, 2005), hal 6.
UNIVERSITAS INDONESIA

Analisa putusan ..., Rio Panggabumi Rasobayo, FH Ul, 2011



Berdasarkan jenis dan bentuk data yang dikumpulldeta yang
diperlukan pada penelitian ini adalah data sekuydeg dikumpulkan melalui
studi kepustakaan. Namun demikian, jika dianggafupeaka untuk melengkapi
serta mendukung data sekunder akan dipergunakammneana dengan sumber-
sumber yang dinilai memahami beberapa konsep atamuikpan terkait data
sekunder.

Jenis data sekunder yang digunakan dalam peneditialah:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-ugaiaan keputusan-
keputusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang raskgl bahan
hukum primer, seperti buku, makalah, artikel kodan internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang merkbtzrangan bahan
hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensikiapé
1.5.3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalahnggeinakan studi
dokumen atau penelusuran kepustakaan. Penelus@amstiikaan digunakan
untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukuta pendapat para ahli
mengenai hukum persaingan usaha dan kaitannya rnigiigaesbeauty contest
dan persekongkolan tender, apabila dirasa kurangati@ maka akan ditambah
dengan wawancara tehadap narasumber atau informan.

1.5.4. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang akaunakz;n dalam
penelitian skripsi ini, metode yang digunakan adalmetode kualitatif.
Pendekatan kualitatif memusatkan kepada prinsipsgriumum yang mendasari
perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalandggm manusia, atau pola-
pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budayagde menggunakan kaidah-
kaidah hukum positif yang bersangkutan untuk mewpipbBrgambaran mengenai
pola-pola yang berlakt/.

1.5.5. Sifat dan Bentuk Laporan

6 M. SyamsudinQperasional Penelitian HukurtRaja Grafindo Persada: Jakarta, 2007),
hal. 25.
" Burhan Ashshofayletode Penelitian HukunRineka Cipta: Jakarta, 2004), hal. 20.
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Penulisan ini menggunakan metode penelitian kekaata dengan
tipologi penelitian menurut sifatnya adalah peraditdeskriptif (dimaksudkan
untuk memberikan data yang seteliti mungkin demimmertegas hipotesi),
menurut bentuknya adalah penulisan evaluatif (pextuuntuk menilai keadaan
sekitar yang terkait permasalahan), menurut tujyanialah penulisanfact
finding, menurut sudut penerapannya ialah penulisan hesfakasalahpfoblem
focused researgh dan menurut ilmu yang dipergunakan ialah peaalis

monodisipliner.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian hukum ini ke dalam 4 pabg terdiri dari
sub-bab sesuai pembahasan materi yang diteliti

Bab | Mengenai pendahuluan yang membahas dasar pemikiaan
penelitian hukum ini, terdiri dari beberapa sub-gaibu :

1.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Pokok Permasalahan

1.3. Tujuan Penelitian

1.4. Definisi Operasional

1.5. Metode Penelitian

1.6. Sistematika Penulisan

Bab Il Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis datukepraktek
persaingan usaha tidak sehat mengenai tender yadgpat dalam Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakékkopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat dan di dalam perageamndang-undangan
lainnya serta penjelasan mengenai teori-teori tgntander dari beberapa ahli.

Bab Il Pada bab ini akan dijabarkan mengenai sejaralpeidkembangan
industri gas bumi di blok Donggi — Senoro. Pengtasersebut mencakup :
Penjelasan mengenai pengembangan industri gas bardasarkan Undang—
Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas iBw®arah dan
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perkembangan industri gas bumi Blok Donggi — Sermseda Pihak — Pihak

Dalam Pengelolaan Industri Gas Blok Donggi — Senoro

Bab IV Pada bab ini akan dijabarkan analisis bentuk dugaraktek
persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan olehPeftamina, PT. Medco
Energi Internsaional dan Mitsubishi Corporationadal pengerjaan proyek gas
bumi Donggi — Senoro. Kemudian akan dijelaskan pmalisa dasar hukum dan
dasar pertimbangan KPPU dalam memutus hukuman &epad Pertamina, PT.
Medco Energi Internasional dan Mitsubishi Corpanatatas kesalahannya dalam
proyek Donggi — Senoro.

Bab V merupakan bagian penutup dari penulisan karya lirma terdiri

dari dua sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran.
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BAB I

BERBAGAI BENTUK PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA T
DALAM TENDER

[I.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tender dalam Uné&ng-Undang No. 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Brsaingan

Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Perundang-Undagan Lainnya

Dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5nrda899 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahakTslehat, dinyatakan
bahwa tender merupakan tawaran untuk mengajukagahantuk memborong
suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang wiuk menyediakan
jasa’® Pengertian dari tender juga terdapat dalam Kepotwresiden No. 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengademmgBdasa Pemerintah,
tender atau pengadaan barang/ jasa diartikan Selkagpatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baikgydilaksanakan secara
swakelola maupun oleh penyedia barang/ }as¢éamun lingkup dari tender atau
kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak hanyat&egyang dibiayai oleh
APBN/ APBD, dalam Peraturan Menteri Negara BadamhdsMilik Negara
Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum PelaksanPengadaan
Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, bahwgaBean Barang dan Jasa
adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yangldita oleh Badan Usaha
Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakamadlangsung dari
APBN/APBD?°

8 UU No. 5 Tahun 1999, LN No 33 Tahun 1999. TLN 817, Op. cit., penjelasan
pasal 22

1% Indonesia,Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaanafaag Barang/
Jasa PemerintghKeppres No. 80 Tahun 2003, LN No. 20 Tahun 2003y No. 4330, Pasal 1
butir 1.

% peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negdteraturan Nomor Per-
05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Peagafarang dan Jasa Badan Usaha
Milik Negara,Pasal 1 butir 1
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Dari beberapa pengertian tender tersebut, makat dégimpulkan bahwa
tender merupakan suatu bentuk kegiatan tawarankumtengajukan harga,
memborong suatu pekerjaan dan pengadaan barangeatyediaan jasa yang
dilakukan oleh peserta tender yang dipilih olehyeéenggara atau panitia tender
untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang telah digé®@n sebelumnya.

Tender merupakan salah usaha yang dilakukan astefntah atau suatu
instansi untuk memperlihatkan adanya transparaalantdpersaingan usaha ketika
diadakannya proyek pengadaan barang dan jasa.rldjlasksanakannya tender
tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yantadepada pelaku usaha
agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yemgaing. Sehingga pada
akhirnya dalam pelaksanaan proses tender ters&buat gidapatkan harga yang
termurah dengan kualitas yang terbaik. Namun dgb@taksanaan penawaran
tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah neeikén kesempatan yang
seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasiditga yang paling murah
dengan output/keluaran yang optimal dan berhasilagiakui, bahwa harga
murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentldeamenangan dalam
pengadaan barang dan/jasa. Melalui mekanisme pemawender sedapat
mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan pioasi di antara para
pesaing, atau antara penawar dengan panitia pegggle lelang?

Dengan diadakannya proses tender, diharapkan rmyacpelaku usaha
yang kompeten, layak dan berkualitas dalam mengerjasuatu proyek yang
ditenderkan tersebut. Sehingga penyelenggaraarertekepiatan atau proyek
tersebut dapat dilakukan secara efisien, efeldifjuka dan bersaing, transparan,
adil/tidak diskriminatif, dan akuntab&.Oleh karena itu, beberapa poin-poin
tersebut menjadi prinsip dasar dalam pengadaanndpa@dan jasa demi
terwujudnya suatu bentuk persaingan usaha yangt.s&maikut penjelasan
mengenai beberapa prinsip dasar dalam tender ysautkan di atas :

a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diksah dengan

menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk parsasaran yang

2L Andi Fahmi Lubiset al., op. cit.hal. 149
22 Keppres No. 80 Tahun 2003, LN No. 20 Tahun 2003y No. 4330, Op, cit., Pasal 2
ayat 2
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ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan tdapa
dipertanggungjawabkaf;

b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sdsmgian kebutuhan yang
telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat pabgsar-besarnya
sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barandfi@ses terbuka bagi
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratamlitkukan melalui
persaingan yang sehat di antara penyedia baraagyjsg setara dan
memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan kesen dan prosedur
yang jelas dan transparéh:;

d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasiganai pengadaan
barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasiggmaan, tata cara
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyeaiang/jasa, sifatnya
terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang irmErnserta bagi
masyarakat luas pada umumrya;

e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan pensn yang sama bagi
semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengaratk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan caratdaratasan apaptf;

f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik #&uangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum ripéghan dan
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-preesip ketentuan yang
berlaku dalam pengadaan barangfasa
Ketentuan mengenai dalam Pasal 22 Undang-Undang Nahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingsahd Tidak Sehat tidak
hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukéinR#merintah, tetapi juga
kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusalegaran(BUMN/BUMD) dan

3 bid, pasal 3 huruf a
4 |bid, pasal 3 huruf b
% |bid, pasal 3 huruf ¢
% |bid, pasal 3 huruf d
" |bid, pasal 3 huruf e
%8 |bid, pasal 3 huruf f
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perusahaan swastaHal ini dijelaskan kembali dalam Peraturan Mengara
Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 &egt Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan UsddahdNédara, bahwa
Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua pengadzaang dan jasa yang
dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal daggaran BUMN atau
anggaran pihak lain termasuk yang dibiayai darijgomvan/hibah luar negeri
(PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oldtemerintah, kecuali
pengadaan barang daujasa tersebut menggunakan @agsung dari
APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhiydengan adanya ketentuaan
tersebut, maka selurun BUMN wajib melaksanakandgepéngadaan barang dan
jasa, baik yang menggunakan dana berasal dari AmgdaJMN maupun dari
pihak lain atau pinjaman/hibah luar negeri (PHLN).

Sama halnya dengan peraturan lainnya, PeraturanteMdNegara Badan
Usaha Milik Negara tentang Pelaksanaan Pengada@mdaan Jasa ini dibuat
untuk menerapkan prinsip efisien, efektif, kompietitansparan, adil dan wajar,
serta akuntabel. Namun ada tujuan khusus yang idigempai dalam Peraturan
Menteri tersebut mengenai pengembangan perusaltaarBadan Usaha Milik
Negara. Adapun tujuan khusus dari pengaturan nmandengadaan Barang dan
Jasa ini adalati*

a. meningkatkan efisiensi;
b. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN;
c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengatkdplatusan;
d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan piariesisrne;
e. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
f. meningkatkan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Psraan.
Kemudian secara khusus, ada ketentuan yang menga&ngenai

pelaksanaan tender di sektor migas, yaitu Pedonaa Kerja Nomor: 007

9 Komisi Pengawas Persaingan UsaR&raturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Tentamgngan Persekongkolan dalam
Tender Bab 3 hal 11
% peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Neddomor Per-05/MBU/2008, Op,
cit., Pasal 4
% |bid, pasal 3
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Revisi-1/PTK/IX/2009 Tentang Pengelolaan Rantai I&upontraktor Kontrak
Kerja Sama yang dikeluarkan oleh BP MIGAS. Secéumsls dijelaskan kembali
bahwa prinsip dalam tender di sektor migas ini raknop keuntungan negara,
pertumbuhan Nasional agar mampu bersaing di tingigaibnal dan internasional
serta pembangunan usaha yang berwawasan lingkuBgeahkut akan dijelaskan
beberapa prinsip dalam pelaksanaan tender di selais >

a. Efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yaladn ditetapkan dan
dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya skesigmn sasaran
yang ditetapkan perusahaan.

b. Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggundikaa, daya dan
fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasa/ang ditetapkan
dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipggiamgjawabkan
dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesarbgs bagi
keuntungan negara.

c. Kompetitif, berarti harus dilakukan melalui selekisin persaingan yang
sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara naanenuhi
syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuanpdasedur yang jelas serta
transparan.

d. Transparan, berarti semua ketentuan dan infornbask teknis maupun
administratif termasuk tata cara evaluasi, hasdlasi dan penetapan
pemenang harus bersifat terbuka bagi Penyedia Bdasa yang
berminat.

e. Adil, berarti tidak diskriminatif dalam memberikgerlakuan bagi semua
penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk merkbantungan
kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau adgsgoun.

f. Bertanggung jawab, berarti harus mencapai sasa#nfisik, keuangan
maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaheai sdengan
prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yamgrlaku dalam

pengelolaan rantai suplai.

%2 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danBsasi, Pedoman Tata Kerja
Nomor: 007 Revisi-1/PTK/IX/2009 Tentang PengelolRamtai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja
SamaBab 1 butir 5
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g. Mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan Nésioriak
lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regiorsad mhternasional.

h. Berwawasan lingkungan, berarti mendukung dan mehgegkan
kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan ddimpkkngan.
Dengan memasukkan berbagai prinsip tersebut kendp&raturan yang

berlaku, terlihat jelas bahwa pemerintah telah nmatkAn pandangan yang jelas
mengenai seberapa pentingnya persaingan usahasgaag dalam pelaksanaan
tender. Dengan adanya pengaturan tersebut, dilearagpkra pelaku usaha baik
penyelenggara atau panitia tender maupun peserdart melaksanakan kegiatan
tender ini sesuai dengan aturan yang telah ditantuttan tidak melanggar
ketentuan tersebut.

Untuk memenuhi prinsip — prinsip persaingan usgfiag sehat dalam
pelaksanaan tender tersebut, Pemerintah membtetkr kriteria khusus dalam
memenangkan pelaku usaha yang menjadi peserta rterfélemerintah
mensyaratkan beberapa ketentuan, persyaratan panyacing dan jasa dalal
pelaksanaan tender pengadaan adalah sebagai b&tikut

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangark unenjalankan
usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa,

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis manajerial untuk
menyediakan barang/jasa;

c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailgjdtan usahanya tidak
sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindztkk dan atas nama
perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksigoida

d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatanganakpn

e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban parpajtahun terakhir,
dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tandama penyampaian
Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (RiRkj tterakhir, dan
fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernaBmper-oleh
pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkangemerintah

% Keppres No. 80 Tahun 2003, LN No. 20 Tahun 2003\ No. 4330, Op, Cit., pasal 11
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maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, Ikepaayedia

barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tighyn;

g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, fdaiitas lain yang
diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

h. tidak masuk dalam daftar hitam;

I. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangikengan pos;

j.  khusus untuk penyedia barang/jasa orang persecrapesyaratannya

sama dengan di atas kecuali huruf f.

Ada kriteria khusus dalam pelaksanaan tender kibsenigas mengenai
pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan peng&d@ang dan jasa, telah
diatur bagaimana mekanismenya melalui peraturanngang-undangan, yakni
Peraturan BP MIGAS No 007-Revisi-1/PTK/IX/2009. Bxal kegiatan pengadaan
barang dan jasa ini, terdapat beberapa ketentuag rygempersyaratkan bahwa
dalam jumlah tertentu, untuk pengadaan barang dsa, jharus mendapatkan
persetujuan dari BP MIGAS terlebih dahulu. Sehin@da Migas dalam hal ini
dapat melaksanakan fungsi kontrolnya. Selain itdadiam peraturan ini terdapat
ketentuan yang bertujuan untuk memberikan perligdarterhadap produk dalam
negeri. Terhadap barang harus menggunakan prodain deegeri minimal 25%
sedangkan untuk jasa, harus menggunakan produkndageri minimal 30%.
Begitu juga dalam hal tender, peserta tender yaegggunakan produk dalam
negeri tentunya akan lebih diutamakan. Walaupuisiseharga mencapai 25%,
namun jika peserta tender tersebut menggunakarulprddlam negeri maka ia
akan menjadi pemenang tender. Adanya keharusarpddetentuan minimal
penggunaan produk dalam negeri ini serta adanygutg&maan terhadap peserta
tender yang menggunakan produk dalam negeri, meanpsalah satu faktor yang
dapat mendorong berkembangnya industri dalam negerkembangan ini pada
akhirnya mampu memberikan sumbangsih bagi perkegamamperekonomian
nasional Indonesia.

Terdapat dua proses yang dapat dilakukan untukakukén tender
berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang RedBeiaksanaan Pengadaan

Barang Dan Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut :
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a. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompeteasi kemampuan usaha
serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya @ayeglia barang/jasa
sebelum memasukkan penawatarProses prakualifikasi secara umum
meliputi  pengumuman  prakualifikasi,  pengambilan  ukn
prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasvaleasi dokumen
prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaang y lulus
prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifik&si
b. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompeteiasi kemampuan
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu laiciaya penyedia
barang/jasa setelah memasukkan penawirdroses pascakualifikasi
secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifilsessamaan dengan
dokumen penawaran dan terhadap peserta yang dansulktuk menjadi
pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumlifikasinya®’
Salah satu dari kedua bentuk proses tender tersipat dipilih sesuai
dengan bentuk tender yang akan dilaksanakan. Relaks tender tersebut
sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, agar nantigpan efisiensi dan
efektifitas dalam pelaksanaan tender tersebut.

Terdapat beberapa macam metode dalam pemilihayegi@an barang/
jasa. Seperti yang dijelaskan dalam dalam KeputBsasiden No. 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barangleiasentah, bahwa dalam
pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan/ jasmnyla, dapat dilakukan
melalui metode pelelangan umum, pelelangan terbptsilihan langsung, dan
penunjukan langsung. Penjelasan mengenai berbagtaiden pemilihan tersebut
adalah sebagai berikut :

a. Pelelangan umum, adalah metode pemilihan penyealianb/jasa yang
dilakukan secara terbuka dengan pengumuman segarielalui media

massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan gehingga

% bid, pasal 14 ayat 1
% |bid, pasal 15 ayat 1
% |bid, pasal 14 ayat 2
%" |bid, pasal 15 ayat 2
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masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan mriné&nalifikasi
dapat mengikutiny&

b. Pelelangan terbatas, adalah metode pemilihan penpedang/ jasa yang
dilakukan dalam hal jumlah penyedia barang/jasa gyamampu
melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekarjgang kompleks,
penggunaan sistem ini diumumkan secara luas metadgia massa dan
papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyadiag/jasa
yang telah diyakini mampu, guna memberi kesemphégada penyedia
barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

c. Pemilihan langsung, adalah pemilihan penyedia lgArgasa yang
dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyakngmawaran,
sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyediang/ jasa yang
telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiaaik teknis maupun
biaya serta harus diumumkan minimal melalui papamgpmuman resmi
untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melaiternet.
Penggunaan metode pemilihan langsung ini hany&ukén dalam hal
Jika metode pelelangan umum atau pelelangan tevloftéai tidak efisien
dari segi biaya pelelang&h.

d. Penunjukan langsung, adalah metode pemilihan pényearang/ jasa
yang dilakukan dengan cara penunjukan langsungadapgh 1 (satu)
penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negdsigs teknis
maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar sgeara teknis
dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metodenjp&an langsung
ini hanya dilakukan dalam keadaan tertentu dand@aéthusus saf4.
Dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dayajagailakukan oleh

BUMN, ada beberapa metode atau cara yang dapéhdpemilihan metode atau
cara pengadaan barang dan jasa pada BUMN disesudisagan kebutuhan

Pengguna barang dan jasa serta dilaksanakan dengamperhatikan prinsip

¥ |bid, pasal 17 ayat 2
¥ bid, pasal 17 ayat 3
“%Ibid, pasal 17 ayat 4
“!|bid, pasal 17 ayat 5
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umum, Yyaitu efisien, efektif, kompetitif, transparaadil dan wajar serta
akuntabel. Metode atau cara pengadaan barangygaspdapat digunakan oleh
BUMN yaitu dengan cara antara lain sebagai berilatapi tidak hanya terbatas
pada %2
a. Pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka untuk fasesultan, yaitu
diumumkan secara luas melalui media massa guna erek#gsempatan
kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhfikasliuntuk
mengikuti pelelangan;
b. pemilihan langsung, atau seleksi langsung untuk gpesman jasa
konsultan, yaitu pengadaan barang dan jasa yamyvatikan kepada
beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 pduawaran;
c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang danymsg dilakukan
secara langsung dengan menunjuk satu penyediagoaia@m jasa atau
melaluibeauty contest;
d. pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap bayamg terdapat di
pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan haggrp
Mengenai pelaksanaan metode atau cara pengadaangbgasa pada
BUMN ini, baik dari persyaratan sampai teknis ps&@kaan tender, akan
ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Direksi BMM®

Dari berbagai bentuk metode atau cara pelaksatesier yang telah
disebutkan di atas, penyelenggara atau panitisetesepat memilih metode mana
yang dinilai lebih efisien dan efektif dalam mengan peserta tender yang
berhak untuk memenangkan tender. Metode atau etakganaan tender tersebut
harus disesuaikan dengan kebutuhan akan jenis d@anmmsuatu proyek yang
akan dilaksanakan. Sebagai contoh, apabila dalanassiyang darurat dan
dibutuhkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa deddtu yang cepat dan
singkat, maka bentuk tender dengan metode penunjakgsung dapat dijadikan
pilihan yang tepat dengan mempertimbangkan halyealg menurut panitia

tender adalah kebijakan terbaik yang dipilih dalp@laksanaan tender tersebut.

“2 peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Neddomor Per-05/MBU/2008, Op,
cit., Pasal 5 ayat 2
“3|bid, pasal 5 ayat 3
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Namun apabila dalam pelaksanaan tender di sektgasiyang objek tendernya
adalah sangat kompleks dan menyangkut hajat hid@mgo banyak serta
dibutuhkan konsistensi dari baik dari segi keuangamupun teknologi, maka
metode atau cara yang dapat dijadikan pilihan y#éegat adalah melalui
pelelangan terbatas. Tujuan yang diharapkan mefsuilihan metode tender
yang tepat ini adalah untuk mencari dan menentyaaku usaha yang benar-

benar kompeten di bidangnya dalam pelaksanaanrterdebut.

[I.2. Berbagai Bentuk Praktek Persaingan Usaha Tidk Sehat Dalam

Tender Beserta Dampaknya

Dalam pelaksanaan suatu tender, pasti akan mefkancusuatu
persaingan atau kompetisi antar pelaku usaha. giksaingan usaha tersebut
berjalan secara adil dan transparan serta memepuhsip-prinsip dasar
pelaksanaan tender, maka akan berdampak baik lzagi gelaku usaha dan
memiliki dampak positif bagi iklim perekonomian. idan jika persaingan usaha
yang dilakukan dengan cara curang dan tidak sefakta akan selalu berdampak
buruk bagi para pelaku usaha dan berdampak negati® bagi iklim
perekonomian.

Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai dgab bentuk
persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaaer teaserta dampaknya, ada
baiknya jika kita melihat terlebih dahulu mengehal-hal apa saja yang dapat
dikategorikan ke dalam bentuk persaingan usah& seéaat. Bentuk persaingan
usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Naoub th999 adalah sebagai
berikut:

1. Perjanjian yang dilarang, terdiri atas :
a. Oligopoli
Oligopoli menurut ilmu ekonomi merupakan salah smntuk struktur
pasar, dimana di dalam pasar tersebut hanya teddiri sedikit
perusahaan (few sellers). Setiap perusahaan yamgliaglam pasar
tersebut memiliki kekuatan yang (cukup) besar umhdmpengaruhi

harga pasar dan perilaku setiap perusahaan akanpengaruhi
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perilaku perusahaan lainnya dalam p&S8atetentuan dalam Undang-
Undang No.5 tahun 1999 yang mengatur hal ini adbsiwapelaku
usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelakbaukan untuk
secara bersama-sama melakukan penguasaan prodaksiatéu
pemasaramarang dan atau jasa yang dapat mengakibatkaditgra
praktek monopolilan atau persaingan usaha tidak s&hat.
b. Penetapan hargarfce fixing
Perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh Uprdadang No.5
Tahun 1999 diatur di dalam Pasal 5 sampai dengaal BaUndang-
undang No.5 Tahun 1999 terdiri dari perjanjian papan harga (Price
Fixing Agreement), diskriminasi harga (Price Distnation), harga
pemangsa atau jual rugi (Predatory Pricing), dargatiran harga jual
kembali (Resale Price Maintenance). Untuk lebihageya akan
diuraikan lebih lanjut dibawah ini :
i.  Perjanjian Penetapan Hard@rice Fixing Agreement)
Perjanjian penetapan hargai€e fixing agreemehimerupakan
salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelskha yang
bertujuan untuk menghasilkan laba yang setingigiimga.
Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan diraant
pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akamdakan
persaingan dari segi harga bagi produk yang merekaatau
pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus
konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembelu ata
konsumen dipaksa beralih ke produsen atau perifefduatan
untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan joekam
dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan lyargs
tidak masuk akal® Ketentuan mengenai pelarangan kegiatan
penetapan harga ini terdapat dalam pasal 5 Undaoagitd)
No. 5 Tahun 1999.

4 Andi Fahmi Lubiset al., op. cit.hal. 87
4> UU No. 5 Tahun 1999, LN No 33 Tahun 1999. TLN 8817, Op. cit., pasal 4 ayat 1
“6 Andi Fahmi Lubiset al., op. cit.hal. 91
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ii. Perjanjian Diskriminasi Harga P(ice Discrimination
Agreement
Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian gyatibuat
oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dimatuk
suatu produk yang sama dijual kepada setiap konsuimegan
harga yang berbeda-beda. Secara sederhana, ssiaimutiasi
harga telah terjadi apabila terjadi perbedaan hargara satu
pembeli dengan pembeli lainnya. Namun demikian, atap
terjadi bahwa diskriminasi harga tersebut disebabkarena
adanya perbedaan biaya atau karena kebutuhan rasai
lainnya seperti biaya iklan dan lain-ldihKetentuan mengenai
pelarangan kegiatan perjanjian diskriminasi hangadiatur
dalam pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

li.  Harga Pemangsa atau Jual RiRyedatory Pricing
Predator berkonotasi secara sengaja merusak pgaigaatau
pesaing melalui penetapan harga dibawah harga Wegem
jangka pendek (shortrun profit maximizing price)aat
penetapan harga dibawah biaya dengan harapan edtatupi
dikemudian hari melalui keuntungan monopoli yangarak
diterimanya. Predatory pricing adalah salah satiukestrateqgi
yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual ykod
dengan harga dibawah biaya produksi (average ctat a
marginal cost). Areeda dan Turner mengatakan batedah
bukan merupakan predatory pricing apabila hargéahdsama
atau diatas biaya marginal dari produksi suaturigarAdapun
tujuan utama dari predatory pricing untuk menyimnkgn
pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegjakup
usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk maswalam
pasar yang sani4.Ketentuan mengenai pelarangan kegiatan

4" 1bid, hal 93
“8bid, hal 95
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perjanjianpredatory pricingini diatur dalam pasal 7 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999.

iv. Penetapan Harga Jual Kemh@&esale Price Maintenance)
Terdapat dua macam resale price maintenance yaitetgpan
harga secara maksimum (maximum price fixing). Denga
penetapan harga maksimum ini, maka sebenarnya masih
terdapat persaingan antara pelaku usaha, yang mmuag&n
menguntungkan konsumen, karena yang diperjanjikiaiah
larangan untuk menjual lebih mahal atau diatas aarg
maksimum yang disepakati, sehingga pelaku usahé roesa
berkompetisi di harga jual sepanjang hal terselagiindiatas
harga predatori. Jenis kedua adalah minimum repalse
maintenance (floor price) yaitu kesepakatan anttakp usaha
dimana pembeli akan menjual kembali barang yangbdia
pada harga dimana tidak boleh dibawah harga yaegtdkan.
Dengan demikian adanya perjanjian minimum resaieepr
maintenance yang telah dibuat sebelumnya oleh pleaas
manufaktur dengan perusahaan penyalurnya mengl&ibat
perusahaan penyaluran tidak lagi memiliki kebebasatuk
menjual produk yang disalurkannya tersebut dengargah
yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan pbassa
penyalur lainnyd? Ketentuan mengenai pelarangan perjanjian
penetapan harga jual kembali ini diatur dalam p&dahdang-
Undang No. 5 Tahun 1999.

c. Pembagian Wilayafmarket division
Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku ysedeingnya
untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi padalah salah
satu cara yang dilakukan untuk menghindari terjgipersaingan di
antara mereka. Melalui pembagian wilayah ini, malkkaa pelaku
usaha dapat menguasai wilayah pemasaran atau iajmkss yang

menjadi bagiannya tanpa harus menghadapi persaingangan

4% bid, hal 98 - 99
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demikian dia akan mudah menaikkan harga ataupunummekan
produksinya atau barang yang dijual untuk mendamakeuntungan
yang sebesar-besarnya.Ketentuan dalam Undang-Undang No.5
tahun 1999 yang mengatur hal ini adalah baRefku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesainggrya bertujuan
untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi ped@dagbarang
dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan tergadpraktek
monopolidan atau persaingan usaha tidak s&hat.

d. Pemboikotar{group boycott atau horizontal refuse to deal)
Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bengd#ha yang
dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkarkpelzaha lain
dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegakupakaha yang
berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalararpasg sama,
yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanyk krpentingan
pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pendtark tersebut.
Pemboikotan atau concerted refusal to deal padarunya merupakan
tindakan kolektif sekelompok pesaing. Namun demilbaycott dapat
pula merupakan tindakan sepihak atau kolektif untudnghentikan
suplai atau pembelian kepada atau dari konsumetenter atau
penerapan syarat-syarat tertentu kepada konsumam supplier
tertentu yang tidak melakukan tindakan yang dikdh&n oleh
pemboikot. Jadi tindakan pemboikotan bisa merupakaruk
memaksa agar mengikuti perbuatan si pemboikot &iga pula
merupakan suatu hukuman bagi pelantfgdtetentuan mengenai
pelarangan perjanjian pemboikotan ini diatur dafsmeal 10 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999.

e. Kartel
Praktek kartel merupakan salah satu strategi yaegagkan diantara

pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengargatur

*%bid, hal 100
*1 UU No. 5 Tahun 1999, LN No 33 Tahun 1999. TLN 18817, Op. cit., pasal 9
%2 Andi Fahmi Lubiset al., op. cit.hal. 103
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jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika pkstumereka di
dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhaaluk mereka
di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naikayga ke tingkat
yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika di dalansgaproduk mereka
melimpah, sudah barang tentu akan berdampak teyhpelaurunan
harga produk mereka di pasar. Oleh karena itukpalaaha mencoba
membentuk suatu kerjasama horizontal (pools) uménentukan
harga dan jumlah produksi barang atau jasa. Nanembpntukkan
kerjasama ini tidak selalu berhasil, karena parggata seringkali
berusaha berbuat curang untuk keuntungannya masasgg>
Ketentuan mengenai pelarangan praktek kartel miudidalam pasal
11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

f. Trust
Trust sebenarnya merupakan wadah bagi pelaku usahadydisgin
untuk membatasi persaingan dalam bidang usaharatastri tertentu.
Gabungan antara beberapa perusahaan yang bersangand
membentuk organisasi yang lebih besar yang akangemelalikan
seluruh proses produksi dan atau pemasaran suangb&uatu Trust
terjadi dimana sejumlah perusahaan menyerahkamsateeka pada
suatu “badan trustee ” yang kemudian memberikatifikat dengan
nilai yang sama kepada anggota trisKetentuan dalam Undang-
Undang No.5 tahun 1999 yang mengatur hal ini adia&iwaPelaku
usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelakbaukan untuk
melakukan kerja sama dengan membentuk gabungasgbean atau
perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan
mempertahankan kelangsundadup masing-masing perusahaan atau
perseroan anggotanya, yang bertujuatuk mengontrol produksi dan

atau pemasaran atas barang dan atau jashingga dapat

*3 |bid, hal. 106
% |bid, hal. 109
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mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atrgaingausaha
tidak sehat?®

g. Oligopsoni
Oligopsoni merupakan bentuk suatu pasar yang diirasn oleh
sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pemhbelStruktur
pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasigomoli hanya
saja struktur pasar ini terpusat di pasar inpundae demikian distorsi
yang ditimbulkan oleh kolusi antar pelaku pasarnakaendistorsi
pasar input. Oligopsoni merupakan salah satu beptaktek anti
persaingan yang cukup unik, karena dalam praktgjomdoni yang
menjadi korban adalah produsen atau penjual, dirbasanya untuk
bentuk-bentuk praktek anti persaingan lain (sepertie fixing, price
discrimination, kartel, dan lain-lainnya) yang mehj korban
umumnya konsumen atau pesaing. Dalam oligopsonnsikoen
membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengaantwggar
mereka secara bersama-sama dapat menguasai pemizha
penerimaan pasokan, dan pada akhirnya dapat mealdemd harga
atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutaentuan
mengenai pelarangan perjanjian oligopsoni ini diaalam pasal 13
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

h. Integrasi vertikal
Integrasi vertikal terjadi ketika satu perusahaaetakukan kerjasama
dengan perusahaan lain yang berada pada level herigda dalam
suatu proses produksi, sehingga membuat seolah-akaeka
merupakan satu perusahaan yang melakukan dua taktiyiang
berbeda tingkatannya pada satu proses prodtfk&ietentuan dalam
Undang-Undang No.5 tahun 1999 yang mengatur haldaiah bahwa
pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaakypalsaha lain

yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah proglakg

5 UU No. 5 Tahun 1999, LN No 33 Tahun 1999. TLN 18817, Op. cit., pasal 12
°% Andi Fahmi Lubiset al., op. cit.hal. 110 - 111
*"|bid, hal 113
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termasuk dalamangkaian produksi barang dan atau jasa tertemtg ya

mana setiap rangkaiaproduksi merupakan hasil pengolahan atau

proses lanjutan, baik dalam satangkaian langsung maupun tidak
langsung, yang dapat mengakibatkanadinya persaingan usaha tidak
sehat dan atau merugikan masyarakat.

I. Perjanjian tertutup ataexcusive dealing

Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yangdeantara mereka

yang berada pada level yang berbeda pada prosekikgroatau

jaringan distribusi suatu barang atau jasa. EWsldsaling atau
perjanjian tertutup ini terdiri darf

i.  Exclusive distribution agreementgng dimaksud disini adalah
pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usatha
yang memuat persyaratan bahwa pihak yang meneniocklp
hanya akan memasok atau tidak memasok kembali krodu
tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempentersaja,
atau dengan kata lain pihak distributor dipaksayhanoleh
memasok produk kepada pihak tertentu dan temgantarsaja
oleh pelaku usaha manufaktur.

ii. ~ Tying agreementerjadi apabila suatu perusahaan mengadakan
perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang beyada level
yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun
penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan diakuk
apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akanbeleatau
menyewa barang lainnya.

iii.  Vertical Agreement on Discourtalam Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian mengenai harga atau potongagahar
tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuajapeian
bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/aaw i
usaha pemasok :

8 UU No. 5 Tahun 1999, LN No 33 Tahun 1999. TLN 18817, Op. cit., pasal 14
%9 Andi Fahmi Lubiset al., op. cit.hal. 118 - 120
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1. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain da
pelaku usaha pemasok atau;

2. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang s&ma a
sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pgsalari
pelaku usaha pemasok.

Ketentuan mengenai pelarangan perjanjian tertutugiatur

dalam pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

j. Perjanjian dengan pihak luar negeri, Undang-Undsiog 5 Tahun
1999 manyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mengaugnjian
dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketamtyang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/giatsaingan usaha
tidak sehaf® Dapat dikatakan pasal ini mengatur suatu keadhasuis
apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukamamen dengan

pihak pelaku usaha di luar negeri.

Kemudian di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1988udmengenai
kegiatan yang dilarang dalam persaingan usahakubepenjelasan mengenai
kegiatan-kegiatan tersebut:

2. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas :
a. Monopoli
Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhattama dalam
setiap pembahasan pembentukan Hukum Persaingaa.Udahopoli
itu sendiri sebetulnya bukan merupakan suatu k&ahaatau
bertentangan dengan hukum, apabila diperoleh decayaicara yang
fair dan tidak melanggar hukum. Oleh karenanya mohatu sendiri
belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usdtaa) tetapi justru
yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan dari pleaasm yang
mempunyai monopoli untuk menggunakan kekuatannyapatiar
bersangkutan yang biasa disebut sebagai praktekopobnatau
monopolizing/monopolisasi. Suatu perusahaan diketaktelah

melakukan monopolisasi jika pelaku usaha mempurkgkuatan

® YU No. 5 Tahun 1999, LN No 33 Tahun 1999. TLN 18817, Op. cit., pasal 16
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untuk mengeluarkan atau mematikan perusahaan tin; syarat
kedua, pelaku usaha tersebut telah melakukannya ratanpunyai
tujuan untuk melakukannnya. Ketentuan mengenai pelarangan
kegiatan monopoli ini diatur dalam pasal 17 Undamglang No. 5
Tahun 1999.

b. Monopsoni
Istilah monopsoni dimaksudkan sebagai seorang sdtwu kelompok
usaha yang menguasai pangsa pasar yang besarmeinkeli suatu
produk, atau acapkali monopsoni itu identik dengambeli tunggal
atas produk barang maupun jasa tertentu. Dalam tanomi
disebutkan pula, bahwa monopsoni merupakan sebasédr plimana
hanya terdapat seorang pembeli atau pembeli tun@gdhm pasar
monopsoni, biasanya harga barang atau jasa ak#én riefdah dari
harga pada pasar yang kompetitif. Biasanya pentiyeggal ini pun
akan menjual dengan cara monopoli atau dengan hyangyz tinggi.
Pada kondisi inilah potensi kerugian masyarakahakabul karena
pembeli harus membayar dengan harga yang mahglgdarnerdapat
potensi persaingan usaha yang tidak s&h#tetentuan mengenai
pelarangan kegiatan monopsoni ini diatur dalam IpaA8aUndang-
Undang No. 5 Tahun 1999.

c. Penguasaan pasar
Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadugssngli pasar
merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usi&hegna
penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korptasiif dengan
tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh glelaku usaha.
Untuk memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku usattangkala
melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan aehglum Kalau
hal ini yang terjadi, maka mungkin saja akan beabad dengan para
penegak hukum karena melanggar ketentuan-ketenyaag ada
dalam Hukum Persaingan Usaha. Walaupun pasal idak ti

®1 Andi Fahmi Lubiset al., op. cit.hal. 127
%2 bid, hal. 136
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merumuskan berapa besar penguasaan pasar ataa pareysa pasar

suatu pelaku usaha, namun demikian suatu perusalyaag

menguasai suatu pasar pasti mempunyai posisi domihaasaf?®

Kegiatan yang dianggap dapat mengakibatkan tegadipraktek

monopili dan persaingan usaha yang tidak sehateletsadalah

sebagai berikuf?

i. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentuk
melakukankegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
atau

ii. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku ussdangnya
untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha
pesaingnya itu; atau

iil. - membatasi peredaran dan atau penjualan barancatdanjasa
pada pasdoersangkutan; atau

iv. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelakinagartentu.

d. Kegiatan Menjual RugiPredatory Pricing)

Kegiatan jual rugi atau predatory pricing ini meskpn suatu bentuk

penjualan atau pemasokan barang dan atau jasardeagajual rugi

(predatory pricing) yang bertujuan untuk mematika@saingnya.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi predatory prigmgdapat

dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wdierana harga

lebin rendah dari pada biaya variabel rata-ratalamapraktek
penentuan biaya variabel rata-rata sangat suliakaidan, oleh
karenanya kebanyakan para sarjana mengatakan, balregatory
pricing merupakan tindakan menentukan harga dibawaba rata-
rata atau tindakan jual rufji. Ketentuan mengenai pelarangan
kegiatan monopsoni ini diatur dalam pasal 20 Undandang No. 5
Tahun 1999.

e. Kecurangan Dalam Menetapkan Biaya Produksi

%3 bid, hal. 138 - 139
% UU No. 5 Tahun 1999, LN No 33 Tahun 1999. TLN 18817, Op. cit., pasal 19
% Andi Fahmi Lubiset al., op. cit.hal. 143
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Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga menganggap sata aspek
yang dapat dipersalahkan sebagai penguasaan pasgrdyarang
adalah kecurangan dalam menetapkan biaya prodiesal 21
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan, bahVekypesaha
dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkana bpagduksi
dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari kompdmega barang
dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadiasgaingan usaha
tidak sehat. Lebih lanjut penjelasan terhadap P&daltersebut
menyatakan, bahwa kecuarangan dalam menetapkaa praguksi
dan biaya lainnya merupakan bentuk pelanggaramadefh peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk memperolaya biaktor-
faktor produksi yang lebih rendah dari seharustiya.

f. Persekongkolan
Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiarena dalam
persekongkolan cpnspiracy konspirasi) terdapat kerjasama yang
melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang sdmensama-sama
melakukan tindakan melawan hukum. Istilah persekolamn
(conspiracy pertama kali ditemukan padantitrust Lawdi USA yang
didapat melalui Yurisprudensi Mahkamah Tertinggi &ika Serikat,
berkaitan dengan ketentuan Pasalte Sherman Act890, dimana
dalam pasal tersebut dinyatakan ; *“...persekongkolamuk
menghambat perdagangan ..donspiracy in restraint of trade) .
Mahkamah Tertinggi USA juga menciptakan istilah ricerted
action” untuk mendefinisikan istilah persekongkolaalam hal
menghambat perdagangan, dan kegiatan saling meaikasu
berlandaskan pada persekongkolan guna menghambddgpagan
serta pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondiahg ada.
Berdasarkan pengertian di USA itulah, maka persgkalan
merupakan suatu perjanjian yang konsekuensinyaaladpérilaku

% |bid, hal. 145 - 146
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yang saling menyesuaikan (conspiracy is an agreemvaich has
consequence of concerted actith).
Terdapat tiga kegiatan persekongkolan yang dilatdmgang-Undang
No. 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :
I. Persekongkolan tender (pasal 22)
Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyatélediya
tender merupakan tawaran untuk mengajukan hargayk un
memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan bakcragg
atau untuk menyediakan jasa. Kegiatan bersekongkol
menentukan pemenang tender jelas merupakan pemnbuata
curang, karena pada dasarnya tender dan pemenatigaia
diatur dan bersifat rahasia.
Dalam pasal 22 disebutkan bahweelaku usaha dilarang
bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dtau a
menentukan pemenang tender sehingga dapat mentakiba
terjadinyapersaingan usaha tidak sehadanya unsur “pihak
lain” menunjukkan bahwa persekongkolan selaielibatkan
lebih dari satu pelaku usaha. Pengertian pihakdalam hal ini
meliputi para pihak yang terlibat, baik secara zmmtal maupun
vertikal dalam proses penawaran tender. Berdasarkan
keterlibatan pihak lain tersebut, maka ada bentuk
persekongkolan, yait(®
1. Bentuk pertama adalah persekongkolan horizontdtniya
tindakan kerjasamaang dilakukan oleh para penawar
tender, misalnya mengupayakan agar sasaltu pihak
ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar
informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga
penawaran. Dalam kerjasansgmacam ini, pihak yang

kalah diperjanjikan akan mendapatkan sub kontratt&or

" Ibid, hal. 146 - 147
%8 |bid, hal. 147
% |bid, hal. 152
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pihak yang menang atau dengan mendapatkan sejumlah
uang sebagasesuai kesepakatan diantara para penawar
tender.

2. Bentuk kedua adalah persekongkolan tender secdikale
artinya bahwéerjasama tersebut dilakukan antara penawar
dengan panitia pelaksartander. Dalam hal ini, biasanya
panitia memberikan berbagai kemudalzdas persyaratan-
persyaratan bagi seorang penawar, sehingga diat dapa
memenangkan penawaran tersebut.

3. Bentuk ketiga adalah persekongkolan horizontal dan
vertikal, yakni persekongkolan antara panitia tender atau
panitia lelang atau pengguibarang dan jasa atau pemilik
atau pemberi pekerjaan dengan pelaku us#da penyedia
barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibadkia
atau tiga pihak yang terkait dalam proses tendesalnya
tender fiktif yangmelibatkan panitia, pemberi pekerjaan,
dan pelaku usaha yang melakuk@®nawaran secara
tertutup.

il. Persekongkolan Membocorkan Rahasia Dagang atagdteran

(Pasal 23)

Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan, bahwakpel

usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk

mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnyag yan
diklafisikasikan sebagai rahasia perusahaan sehinggpat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidakt.s8kebutan
rahasia dagang merupakan terjemahan dari istuaddisdosed
information”, “trade secret”, atau “know how”. Rahasia
dagang tidak boleh diketahui umum, karena selaimpugyai
nilai teknologis juga mempunyai nilai ekonomis yamgrguna
dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaanngh ol

pemiliknya’®

0 |bid, hal. 161
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ii. Persekongkolan Menghambat Perdagangan (Pasal 24)

Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 terdapat larangan kuntu

melakukan persekongkolan yang dapat menghambauksid

pemasaran, atau produksi dan pemasaran atas produk.

Dinyatakan dalam Pasal 24 tersebut, bahwa pelalahaus

dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mangtat

produksi dan/ atau pemasaran barang dan/atau ¢teeupisaha
pesaingnya dengan tujuan barang dan/atau jasady@vearkan

atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi bergubamk dari

kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ini jelas bahw&yalaaha

dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk

a) Menghambat pelaku usaha pesaing dalam memproduksi,

b) Menghambat pemasaran, atau memproduksi dan
memasarkan barang, jasa, atau barang dan jasandenga
maksud agar barang, jasa, atau barang dan jasa yang
ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan mlienja
berkurang atau menurun kualitasnya;

c) Bertujuan untuk memperlambat waktu proses produksi,
pemasaran, atau produksi dan pemasaran barangajasa
barang dan jasa yang sebelumnya sudah dipersyayatka
serta

d) Kegiatan persekongkolan seperti ini dapat menimdoulk
praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha yadakti

sehat’?

Mengenai bentuk persaingan usaha tidak sehat delager, yakni berupa
persekongkolan. Persekongkolan dalam tender dagdit dalam berbagai
bentuk, dimana seluruhnya merusak upaya para pemb@humnya pemerintah
pusat dan daerah — untuk memperoleh barang darpgasaharga yang murah.

Seringkali, para pesaing setuju dimuka untuk meheta siapa yang

" |bid, hal. 164
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memasukkan penawaran yang akan menang atas suastakkgang diberikan
melalui suatu proses pengadaan yang kompetitif.tuSbb@ntuk umum dari
persekongkolan tender adalah untuk meningkatkaardesiilai pengadaan yang
akan menang dan oleh karenanya dapat menikmattuaysem dari nilai tersebut.

Skema persekongkolan tender seringkali mencakuganmeme untuk

mengalokasikan dan mendistribusikan laba diperséddagai hasil harga kontrak
yang lebih tinggi diantara para pelaku usaha yargdkongkol. Sebagai contoh,
pesaing yang tidak setuju untuk menawar atau metkasutawaran yang pasti
kalah (osing big akan menerima sub-kontrak atau kontrak pasokam da
pemenang tender dalam rangka membagi keuntungahatga penawaran tidak
sah yang lebih tinggi. Namun, perjanjian persekotayk tender yang bertahan
lama akan membutuhkan metode yang lebih baik daemetapkan pemenang
kontrak, mengawasi dan membagi keuntungan pers&ktanyg tender selama
periode bulanan atau tahunan. Persekongkolan tendegkin akan mencakup
pembayaran uang dengan menetapkan penawaran yangnanang kidding
winner) kepada satu atau lebih pihak yang bersekongkiobidsa disebut dengan
pembayaran kompensasi yang kadang diasosiasikaganlepara perusahaan
memasukkan penawaran “palsabyer bidding yang tinggi’®

Penjelasan mengenai berbagai bentuk persaingdma yseng tidak sehat

lainnya dalam tender adalah sebagai berikut :

a. Penawaran palsicover bidding). Penawaran palsu (juga disebut
hadiah, persahabatan, atau symbol) merupakan metode
persekongkolan tender yang paling sering digunakanmuncul
ketika individu atau perusahaan setuju untuk meki@supenawaran
yang melibatkan minimal salah satu faktor berikut :

1. pesaing setuju untuk memasukkan penawaran yarily fielggi
daripada penawaran pelaku usaha yang disepakatgaeb
pemenang,

2. pesaing memasukkan penawaran yang diketahui uetiaggi

untuk diterima, atau

2 OECD, Pedoman untuk Mengatasi Persekongkolan Tebalam Pengadaan Publik,
February 2009. Hal 1 - 2
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3. pesaing memasukkan penawaran yang mencantumkasiskon
khusus yang diketahui tidak dapat diterima oleh lpalim
Penawaran palsu ditujukan untuk memberikan kedah terjadi
persaingan yang sehat.

b. Pengaturan penawarar(bid suppression). Metode pengaturan
penawaran melibatkan perjanjian di antara pesaimgh satu atau
lebih perusahaan setuju untuk keluar dari pengaddan menarik
penawaran yang dimasukkan sebelumnya sehingga pesraw
pemenang Yyang akan ditetapkan akan diterima. Seogeda,
pengaturan penawaran diartikan bahwa suatu peraiséidak ingin
memasukkan penawaran untuk dipertimbangkan.

c. Rotasi penawararibid rotation). Dalam metode rotasi penawaran,
perusahaan yang bersekongkol terus melakukan pemaweetapi
mereka setuju untuk mengambil giliran sebagai pamgntender
(kualifikasi paling rendah). Cara-cara perjanjiastasi penawaran
tersebut digunakan dapat beragam. Sebagai contafa pelaku
konspirasi mungkin akan memilih untuk mengalokasikéai uang
yang hampir sama dari kontrak tertentu kepadaspgausahaan, atau
untuk mengalokasikan jumlah yang berkaitan denglamram tiap
perusahaan.

d. Alokasi pasamarket allocation)Persaing membagi pasar dan setuju
untuk tidak bersaing atas konsumen tertentu atiundarea geografis
tertentu. Perusahaan yang bersaing dapat, sebagatoh¢
mengalokasikan konsumen tertentu atau jenis konsuteeentu
kepada perusahaan yang berbeda, sehingga pesdiak dkan
memasukkan penawaran (atau akan memasukkan penapasi)
atas kontrak yang ditawarkan oleh konsumen potedsiagan kelas
tertentu yang dialokasikan bagi perusahaan tert&ghbagai balasan,
pesaing tersebut tidak akan memasukkan penawarnag lyarsaing
pada kelompok konsumen yang dialokasikan bagi peaan lain

dalam perjanjian terseb(i.

3 |bid, hal. 2
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Dengan adanya bentuk persaingan usaha yang tathet gersebut, maka
akan merugikan dan berdampak negatif bagi dunihausBimana, tentu saja
perilaku persaingan usaha tidak sehat tersebuk tida kehendaki, karena
mengakibatkan in-efisiensi perekonomian berupa ngiga kesejahteraan
(economic welfare), bahkan mengakibatkan keadikkomemi dalam masyarakat
pun terganggu serta timbulnya akibat ekonomi dasiakojang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, ketertibapunakepentingan umuff.
Tentunya kita menginginkan persaingan usaha tetrsbéralan secara sehat
sehingga akan berdampak baik bagi para pelaku udahamemiliki dampak
positif bagi iklim usaha. Namun jika persainganhasgang dilakukan dengan
cara curang dan tidak sehat, maka akan selalurealaburuk bagi para pelaku

usaha dan berdampak negatif pula bagi iklim usaha.

" Hermansyah, S.H., M.HunRokok- pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
(Jakarta : Kencana Prenada Grup, 2008), hal 23-24
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BAB Il

PENJELASAN MENGENAI SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
INDUSTRI GAS BUMI BLOK DONGGI - SENORO

[l1.1. Penjelasan Mengenai Pengembangan Industri GaBumi Berdasarkan
Undang—-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak daGas Bumi

Industri gas bumi merupakan salah satu industrgyaerpengaruh besar
terhadap hajat hidup orang banyak. Hal ini dikakanaproduk dari industri gas
ini digunakan untuk berbagai macam keperluan sehkainari, mulai dari
memasak, bahan bakar kendaraan, hingga untuk kaperhdustri pabrik —
pabrik lainnya. Industri gas mempunyai karaktetigang sangat berbeda dengan
dengan kegiatan industri lainnya. Perbedaan kaiakkeini dapat dilihat dari
penggunaan teknologi yang canggih, resiko kegigdaig cukup tinggi dan penuh
dengan ketidakpastian atas hasil yang diperoleHairSeitu juga dalam
pengembangan industri gas bumi ini diperlukan dgarag sangat besar untuk
melakukan kegiatan produksinya.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pelaksanaan stimdugas
bergandengan dengan pengembangan industri minyak barakter dari jenis
usaha kedua industri pertambangan ini sangatlalp.nifinyak dan Gas Bumi
merupakan salah satu bentuk sumber daya alam yang pakai dan tidak dapat
diperbaharui depleted and non-renewable as}etBapat dikatakan demikian
karena untuk terbentuknya minyak dan/atau gas moembutuhkan waktu yang
cukup lama, yakni berjuta-juta tahun. Terlebih l&gindisi alam juga sangat
mempengaruhi terbentuknya minyak dan/atau gas btersebut. Seperti
komposisi dan susunan batuan, bentuk patahan dsih tm@nyak faktor lainnya.
Oleh karena saling keterkaitan itulah penyebutatusiri di kedua bidang ini
sering disebut juga industri minyak dan gas bumgés).

Industri di sektor minyak dan gas bumi mampu meatkhe sumbangsih
yang cukup besar bagi penerimaan Negara. Bahkaat digatakan salah satu
sektor pendapatan Negara yang paling besar disgng@ktor pajak. Industri
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minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumbetapatan terbesar bagi
negara. Tahun 2008 pendapatan dari migas menc&ki33,5 miliar, dimana
pada tahun yang sama, sumbangan seluruh BUMN heekitar US$ 3 miliar.
Tahun 2009 lalu sumbangannya masih sekitar US$ hdiar. Belum lagi efek
berganda raultiplier effecy yang ditimbulkan akibat kegiatan bisnis penunjang
migas beserta pajak-pajaknya. Dengan demikian, nsakéor migas telah dan
masih menjadi lokomotif perkembangan bisnis yangatamsignifikan di
Indonesia’®

Dengan melihat berbagai macam persoalan dan ospedepannya
tersebut, pengembangan industri ini dibutuhkan aemgn atau regulasi khusus
yang digunakan untuk memperjelas aturan main beagi pelaku usaha dan badan
yang berwenang dalam pelaksanaan industri gas. Bland regulasi
pengembangan industri migas di Indonesia, kegiataha pelaksanaan industri
migas dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagakberi

1. Kegiatan Usaha Huly adalah kegiatan usaha yang berintikan atau

bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan EkssilSi Kegiatan

usaha hulu suatu industri migas berdasarkan Unedabgdang No. 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mencakup :

a. Eksplorasi, adalah kegiatan yang bertujuan memglenoiformasi
mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan meolgler
perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayamj& yang
ditentukan®*’

b. Eksploitasi, adalah rangkaian kegiatan yang beatujuntuk
menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Keygng
ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan pesg&n sumur,
pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanangdgalghan

s Peluang Memperbesar Keuntungan Negara  dalam UuU advig

http://metrotvnews.com/index.php/metromain/analiaiti@010/06/16/26/Peluang-Memperbesar-
Keuntungan-Negara-dalam-UU-Migas-htrivletro TV News, diunduh 22 April 2011

® Indonesiajundang — Undang tentang Minyak dan Gas Budtl No. 22 Tahun 2001,
LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, pasal 1 butir

" |bid, pasal 1 butir 8
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untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi d
lapangan serta kegiatan lain yang mendukundhya.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatdrausdu industri migas
di Indonesia dilaksanakan dan dikendalikan olehtusumdan yang bernama
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danBbas, atau yang sering
kita dengar dengan nama BP MIGAS. BP Migas inilangy bertugas dan
berwenang untuk mewakili negara sebagai para piladékmn melakukan kontrak
dengan investor baik dalam negeri maupun asingiakaagusaha hulu migas itu
sendiri merupakan kegiatan usaha yang bertumpu kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi. Kewenangan mengenai pengaturan pela&saindustri migas di
Indonesia oleh BP MIGAS ini terdapat dalam Undangridang No. 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyigda@®aPelaksana adalah
suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendekgiatan Usaha Hulu
di bidang Minyak dan Gas Burfil.Artinya segala kegiatan usaha hulu industri
migas di Indonesia yang mencakup eksplorasi darplakssi diatur dan
dikendalikan oleh BP MIGAS. Berbagai kegiatan usdiwu industri migas
tersebut dilaksanakan dan dikendalikan melalui redntkerjasama yang
ditandatangani oleh para pihak yang terkait. Sekegpatan hulu, dilakukan oleh
Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap dengan komtrjaksa&ma yang dilakukan
dengan BP MIGAS?

Pengaturan kontrak migas pada dasarnya harus mempgaa ketentuan
pasal 4 dari Undang — Undang No 22 Tahun 2001 ngnt#inyak dan Gas Bumi.
Dimana pasal 4 undang-undang tersebut mengatakamabaviinyak dan Gas
Bumi sebagai sumber daya alam dikuasai oleh Negaraguasaan Negara dalam
hal ini diselenggarakan oleh pemerintah sebagaiegang kuasa pertambangan
atas seluruh wilayah hukum pertambangan Indonbt®agenai ketentuan dalam
kontrak kerjasama, Undang — Undang No. 22 Tahurl 26Qtang Minyak dan

8 bid, pasal 1 butir 9

" bid, pasal 1 butir 23

8 Alan F. PanggabeaRenyelenggaraan Kegiatan Usaha Hululakarta : BP MIGAS -
LEGAL BRIEFING, 2009) Slide 19
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Gas Bumi menjabarkan ketentuan - ketentuan pokolg yerus dimuat dalam
suatu kontrak kerjasama, yaift :
a. penerimaan negara;
b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
c. kewajiban pengeluaran dana;
d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Mingak Gas Bumi;
e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
f. penyelesaian perselisihan;
g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumtukukebutuhan
dalam negeri;
h. berakhirnya kontrak;
I. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
J.  keselamatan dan kesehatan kerja,
k. pengelolaan lingkungan hidup;
|. pengalihan hak dan kewajiban;
. pelaporan yang diperlukan;
rencana pengembangan lapangan;

pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalanm neger

Y S =

pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminarhdiaknasyarakat
adat;
g. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Beberapa poin tersebut ialah ketentuan pokok ymargs tertera dalam
suatu kontrak kerjasama, yang jika tidak disebuti&an sulit menentukan
bagaimana penyelesaian permasalahan tersebuejtkapiat suatu penyimpangan
yang tidak sesuai dengan kontrak kerjasama.

Penyelenggaraan kegiatan hulu migas sendiri dindala awal penetapan
wilayah, penyusunan kontrak kerjasama seperti ydiagbutkan diatas sampai
pada berakhirnya kontrak kerjasama, secara bettwnuit penjelasannya adalah

sebagai berikuf?

81 UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 tahun 2001, TLbL M152, Op. cit., pasal 11
8 Alan F. PanggabeaRenyelenggaraan Kegiatan Usaha Hululakarta : BP MIGAS -
LEGAL BRIEFING, 2009) Slide 24
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a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral merencanakanyiapkan,
menetapkan dan mengumumkan wilayah kerja yang dikanarkan;

b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkabij&kan
penawaran Wilayah Kerja berdasarkan pertimbangkniste ekonomis,
tingkat resiko, efisiensi dan berasaskan keterbukesadilan akuntabilitas
dan persaingan.

c. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkantuk dan
ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerjasama yaran akberlakukan
untuk wilayah kerja tertentu dengan mempertimbandkagkat resiko dan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara sedatuat perundang-
undangan yang berlaku;

d. Penilaian penawaran dilakukan atas aspek teknpggkakeuangan dan
aspek kinerja;

e. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkaaaB Usaha
Tetap (BUT) sebagai kontraktor yang akan melakkagiatan usaha hulu
pada wilayah kerja;

f. BP MIGAS menandatangani kontrak kerjasama dengaamB&/saha atau
badan Usaha Tetap;

g. Setelah kontrak kerjasama berakhir, wilayah kerpmiali kepada
pemerintah (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineddh kembali
menjadi wilayah terbuka.

Langkah — langkah yang disebutkan di atas merup&ktentuan yang
wajib dijalankan oleh para pelaku usaha di bidamdustri migas untuk dapat
melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini lebih dilk@an untuk menunjang
kelancaran usaha yang mereka jalankan agar tida&nat oleh hal-hal penting
yang terabaikan dalam rangka pelaksanaan kegiatlustri migas ini. Selain itu
juga, kontrak kerja sama

2. Kegiatan Usaha Hilir, adalah kegiatan usaha yang berintikan atau
bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, PengangiRegnyimpanan,
dan/atau Niag&® Di dalam Undang — Undang No. 22 Tahun 2001 tentan

8 UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 tahun 2001, TLbL M152, Op. cit., pasal 1 butir
10
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Minyak dan Gas Bumi dijabarkan mengenai jenis HKegiayang

dikatgorikan ke dalam kegiatan usaha hilir, yalatiagyai berikut :

a. Pengolahan, adalah kegiatan memurnikan, mempeiodgjian-
bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilambah
Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak ternkasu
pengolahan lapangdf;

b. Pengangkutan, adalah kegiatan pemindahan Minyaki,BGas
Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerjauadari
tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk péangamgsas
Bumi melalui pipa transmisi dan distribdsi;

c. Penyimpanan, adalah kegiatan penerimaan, pengumpula
penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atas G
Bumi:2®

d. Niaga, adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspuopor
Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Bli&gs Bumi
melalui pipa®’

Dalam menjalankan kegiatan usaha hilir di industigas ini, pelaku
usaha sebelumnya wajib memiliki izin usaha. I1ziahsstersebut dikeluarkan oleh
Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Dayaek&l®® Undang —
Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasiBoemyebutkan jenis —
jenis izin usaha apa saja yang diperlukan untukjatearkan kegiatan usaha hilir
migas, yakni sebagai berikdt :

a. lzin Usaha Pengolahan;

b. 1zin Usaha Pengangkutan;

c. lzin Usaha Penyimpanan;

d. Izin Usaha Niaga.

8 bid, pasal 1 butir 11
% |bid, pasal 1 butir 12
% |bid, pasal 1 butir 13
8 |bid, pasal 1 butir 14
® |bid, pasal 23 ayat 1
8 |bid, pasal 23 ayat 2
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Untuk menunjang pengembangan industri migas iniperthkan
konsistensi dari para pelaku usaha yang melakukgratan usaha baik di hulu
maupun di hilir. Oleh karena itu Undang — Undang R® Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi menetapkan aturan mengenaukdmdan usaha yang
dapat menjalankan industri migas ini, yaitu sebagaikut *°

a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. koperasi; usaha kecil;
d. badan usaha swasta.

Tujuan dari dibatasinya para pelaku usaha yangtdaplakukan kegiatan
pengembangan industri migas yaitu agar kegiatamausadustri migas yang
menyangkut hajat hidup orang banyak ini tidak dipiian oleh para pelaku usaha
yang tidak berkompeten, sehingga pelaksanaannyat ddialankan secara
maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembagian antara kegiatan usaha hulu dan kegietma hilir ini juga
berkaitan dengan aspek-aspek lainnya dalam incaestminyakan, baik itu terkait
hak pithak swasta maupun hak menguasai negara, selkagai berikut :

a. Berkaitan dengan status pihak swasta yang ikutsg@alam kegiatan
industri perminyakan. Dimana di dalam kegiatan asahlu, status pihak
swasta baik itu swasta asing maupun swasta nasitar@a sebagai
kontraktor dari pemerintah, mengingat kepemilikaasasumber daya
migas masih berada di tangan pemerintah. Sedarggidankegiatan usaha
hilir, pihak swasta dalam hal ini, statusnya sebagatu badan usaha
karena mereka telah mempunyai titel kepemilikans asamber daya
migas®*

b. Pembagian kegiatan usaha hulu dan kegiatan uséihaldlam industri
migas juga berkaitan dengan hak menguasai Negaraaria dalam
kegiatan usaha hulu, sesuai dengan amanat dafi &sayat (3) UUD
1945, Negara dalam hal ini menguasai yang bergé Megara sekaligus

bid, pasal 9 ayat 1
1 Rachmat SudibjoPokok-pokok Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tenhkdingak
dan Gas BumiHakim dan Rekan Law Firm
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harus sebagai pemilik dari sumber daya migas ydagHal ini berkaitan
dengan sifat kegiatan usaha hulu yang sangat gisat8edangkan di
dalam kegiatan usaha hilir Negara tetap harus nasaguakan tetapi
konsep menguasai Negara dalam hal ini tidak belNetara juga harus
menjadi pemilik dari sumber daya migas yang adansép penguasaan
Negara dalam hal ini dapat dilaksanakan melaluianiskne pengaturan
oleh pemerintaf? Hal ini berkaitan dengan sifat kegiatan usaha féng

vital %

[11.2. Sejarah dan Perkembangan Industri Gas Bumi Bok Donggi — Senoro

Pengembangan industri migas di Indonesia, khusudnlok Donggi —
Senoro ini dimulai sejak tahun 1980 — 1997. Bloktintiok dan Blok Senoro
yang merupakan lokasi minyak dan gas di daerahw®giaTengah awalnya
dikelola oleh Union Texa¥. Lapangan Donggi merupakan pengembangan
lapangan terintegrasi pada area Matindok yang rieddiri lapangan Donggi,
lapangan Matindok, lapangan Maleoraja dan lapangamhaki. Sedangkan
lapangan Senoro merupakan pengembangan dari lapagas Senoro dan
lapangan minyak Tiak& Pada tahun 1997, Union Texas mengembalikan hak
pengelolaan Blok Matindok dan Blok Senoro kepadgaxa Republik Indonesia.
Yang kemudian oleh Negara pengelolaan Blok Matindek Blok Senoro ini
diserahkan kepada Pertamii&enyerahan pengelolaan migas di Blok Matindok

%2 Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah KonstRegublik Indonesia No 002
Tahun 2003, yang menyatakan bahwa UU No 22 Tah0a #8ak bertentangan dengan Undang-
undang Dasar 1945

% Rachmat SudibjoKegiatan Usaha Minyak dan Gas Buyrhiakim dan Rekan Law
Office

% putusan Komisi Pengawas Persaingan UsBh&ysan Perkara Nomor : 35/KPPU-
1/2010. Hal. 9

% Sjaran Pers Harga Gas Bumi Donggi — Senbitp;//www.esdm.go.id/siaran-pers/55-

siaran-pers/2292-harga-gas-bumi-donggi-senoro.tdinhduh 22 April 2011

% putusan Komisi Pengawas Persaingan Usshagit.,hal. 9
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dan Blok Senoro ini dimuat dalam Kontrak Kerja Sayaag dikeluarkan oleh
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan BBAS.

Kemudian Pertamina memecah pengelolaan Blok Makindan Blok
Senoro. Untuk Blok Matindok dikelola oleh Pertamsedangkan Blok Senoro
dikelola oleh joint venture Pertamina dengan Unemas’’ Setelah Blok Senoro
yang semula dikelola oleh joint venture antara deita dengan Union Texas
berakhir, saat ini Blok Senoro dikelola Joint Opiera Body (JOB) Pertamina
Hulu Energi Tomori Sulawesi —Medco E & P Tomori &uési. PT Medco E&P
Tomori Sulawesi merupakan salah satu anak perusaRda Medco Energi
Internasional, ThR®

Dengan adanya penyerahan proyek pengembangan diigésk Donggi
— Senoro kepada para Kontraktor Kontrak Kerja S@i€KS) tersebut, maka
tanggung jawab pengelolaan telah beralih dari Pietaérkepada para Kontraktor
tesebut. Awalnya kewenangan yang dimiliki Pemehintalalam hal ini
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, tedexigan Proyek Kilang Gas
Alam Cair Donggi-Senoro antara lain penetapan hgam di hulu (pada titik
serah di plant gate), pemberian izin usaha pengola@as bumi (kilang LNG),
serta rekomendasi ekspor kepada Departemen Peg#agéapabila ada rencana
ekspor)’® Sebagai pemegang regulasi pengelolaan sumberndiayak dan gas,
Pemerintah tidak terlibat dalam perundindmusiness to businegsang dilakukan
antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengaitra bisnisnya. Oleh
karena itu pemerintah tidak bertanggung jawab ladasekuensi yang timbul dari
perundingan yang dilakukan oleh Konsorsium Donggié8o dengan para
konsumennya® Jadi, melalui kontrak dengan mitra bisnisnya marelembuat
suatu kesepakatan yang tentu tidak diikuti oleh gyertah, sedangkan dengan
pemerintah, konsorsium harus memenuhi aturan spsuandang-undangan yang

berlaku.

" Ibid, hal 9
% Ibid, hal 10
% Migas : Kewenangan Pemerintah Dalam Proyek Donggi Senoro,
http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/245%+#rangan-pemerintah-dalam-proyek-
donggi-senoro.htmDiunduh 22 April 2011

100 | hid
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Kandungan gas bumi cadangan di Blok Matindok damo® ini mencapai
sebanyak 2,3 triliun kaki kubik (Tcf). Produksi gdari lapangan Donggi Senoro
di Sulawesi Tengah bisa bertambah 50 juta kakikkyieir hari (million metric
standard cubicfeet per day/MMSCFD) seiring dengdentdikannya cadangan
baru. Di lapangan Senoro terdapat tambahan paehssar 0,6 triliun kaki kubik
(iniiun cubic feet/ TCF) dan Matindok 0,76 TCF. @am demikian, dari kedua
lapangan itu bisa diproduksi sebesar 455 mmscfd haer selama 15 tahun.
Investasi yang dibenamkan untuk fasilitas huluatiang Senoro diprediksikan
sekitar US$ 800 juta dan investasi untuk fasilitaki Matindok sebesar US$ 790
jutal®t

Mengenai pemanfaatan hasil dari pengembangan lpgae Blok Donggi
— Senoro ini, telah ada keputusan dari Pemerirgaagai pemegang wewenang.
Pemanfaatan gas yang berasal dari lapangan gagi®agoro ini pada dasarnya
untuk kebutuhan ekspor dan domestik. Pembagianasiakebesar 70 persen
untuk ekspor dan 30 persen untuk kebutuhan gas stikmd&ebijakan yang
dikeluarkan pemerintah mengenai pembagian aloleasapfaatan gas ini sempat
menimbulkan pertentangan, karena Pemerintah dipgnggdak adil mengingat
kebutuhan gas domestik masih sangat besar. Nambijaken yang diambil
Pemerintah ini dinilai sudah tepat, melalui MentEriergi dan Sumber Daya
Mineral dijelaskan bahwa pada prinsipnya Pemeriniahginginkan penggunaan
gas tersebut lebih banyak untuk domestik, tetagbfakeseimbangan pun harus
diperhatikan mengingat yang mengembangkan proysknjadalah investdr?

Pengembangan industri gas Blok Donggi — Senoronamtinya akan
menghasilkaniquefied natural gagLNG) atau yang sering kita sebut dengan gas
alam cair. Pemanfataan gas hasil proyek gas BlokgBio— Senoro ini akan
dialokasikan sebesar 30 persen untuk kebutuhandgamestik dan 70 persen

101 ndustri Gas Alam di Indonesia - 2010http://www.datacon.co.id/

Gasalam2010hall.htrDiunduh 22 April 2011
192 Gas Donggi — Senoro Untuk Listrik dan Pupuktp://www.m.republika.co.id/

berita/breaking-news/ekonomi/10/06/25/121424-gasgdesenoro-untuk-listrik-dan-pupuk.html
Diunduh 23 April 2011
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untuk ekspor. Penggunaan gas untuk kebutuhan démeéiterikan kepada

industri pupuk dan listrik nasion®

[1.3. Pihak — Pihak Dalam Pengelolaan Industri GaBBlok Donggi — Senoro

Untuk menjalankan proyek pengembangan industri snigadiperlukan
pelaku usaha yang memiliki kompeten, mengingatrdataenjalankan industri
migas ini diperlukan dana yang sangat besar untudakukan kegiatan
produksinya. Proyek pengembangan gas Blok Dondggeroro saat ini dikelola
oleh PT Pertamina EP dan Joint Operation Body (J@#jamina-Medco Tomori.
PT Medco E&P Tomori Sulawesi merupakan salah saw@k gperusahaan PT
Medco Energi Internasional, Tbk. Proyek pengembangas ini memiliki
kapasitas produksi dengan volume gas diperkirakencapai 2,3 juta triliun
cubic feet (TCF). Ladang gas ini tidak termanfaatkalama lebih dari 28 tahun,
sebelum Pertamina masuk menjadi pengeéfflakegiatan usaha Pertamina
meliputi kegiatan minyak dan gas bumi baik di hodaupun hilir. Kegiatan hulu
meliputi eksplorasi, produksi, serta transmisi nakiglan gas, sedangkan kegaitan
di hilir meliputi pengolahan, pemasaran dan niaga.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa PT Pertami@upakan suatu
Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusapasseroan. Yang dimaksud
dengan Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang héch@grseroan terbatas
yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhpating sedikit 51 % (lima
puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh NegarpuBRkEk Indonesia yang
tujuan utamanya mengejar keuntund&nUntuk menjadi suatu perseroan seperti
saat ini, PT Pertamina telah mengalami banyak péran. Yang terakhir adalah
perubahan dari bentuk Perusahaan Pertambangan KiayaGas Bumi Negara

menjadi Perusahaan Perseroan, yang ditetapkan unélaraturan Pemerintah

1% |bid
1% Donggi — Senoro Merupakan Konsep Bisnis LNG Dovessh Pertama di Indonesia,

http://www.pertamina.com/index.php/detail/view/nemsease/2662/donggi-senoro-merupakan-

konsep-bisnis-Ing-downstream-pertama-di-indond3ianduh 22 April 2011

1% |ndonesialUndang — Undang tentang Badan Usaha Milik Negastt) No. 19 Tahun
2003, LN No. 70 Tahun 2003, Pasal 1 butir 2
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Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 Tentang &édman Bentuk
Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi NéBartamina) Menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero). Namun sebelunkayadigelaskan bagaimana
latar belakang sejarah berdirinya suatu perusatambang negara yang sekarang
bernama PT Pertamina.

Berdasarkan UU No. 19 Prp. Tahun 1960 tentangs@baan Negara dan
UU No. 44 Prp. Tahun 1960, NV Niam (kepemilikan Peimtah danShel)
diubah menjadi PT. PERMINDO yang kemudian menjae€iuBahaan Negara
Pertambangan Minyak Indonesia (PT. PERTAMIN) beadesn PP No. 3 Tahun
1961. Selain itu, PT. TMSU di Sumatera Utara jugabah menjadi PT
Perusahaan Minyak Nasional (PT. PERMINA), yang keiaru menjadi PN.
PERMINA. Dengan demikian pada pertengahan tahun0-B96 seluruh aset
perminyakan dan gas bumi yang sudah terikat Korntt@akya kembali dikuasai
oleh Negara yang pengelolaannya dilakukan melagurugahaan negara yaitu
PN.PERTAMIN, PN.PERMINA, dan PN.PERMIGAN.

PT PERMIGAN kemudian dibubarkan, dan selanjutny#uki lebih
meningkatkan efisiensi dan kinerja dua perusahamanma, dengan SK Menteri
Pertambangan dan Migas No.123/M/Migas/66 dibuat siapsasi tugas.
PN.PERMINA menyelenggarakan pengusahaan minyakgdarbumi di bidang
produksi, sedangkan PN. PERTAMIN menyelenggarakatrilolisi minyak dan
hasilnya di dalam negeri. Puncak konsolidasi pérasa negara adalah
dileburnya PN. PERTAMIN dan PN. PERMINA menjadi PERTAMINA atas
dasar PP No. 27 Tahun 1968 yang kemudian berubafjadiePERTAMINA
berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1971 ngntderusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, sebagai satmysatperusahaan negara
pemegang Kuasa Pertambangan di Indonesia. Denganikide maka
PERTAMINA sebagaiIntegrated State Oil Companytnendapatkan tugas
sebagai pelaksana pengusahaan pertambangan migak. dapat melaksanakan

pengusahaan pertambangan migas, kepada Pertamiberikain Kuasa
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Pertambangan yang meliputi Eksplorasi, Eksploifasimurnian dan Pengolahan,
Pengangkutan serta Penjuat&h.

Pihak lainnya yang ikut mengerjakan proyek gaskBdmnggi — Senoro
ini adalah PT Medco Energi Internasional, Tbk. P&dgb Energi Internasional,
Tbk merupakan merupakan badan usaha yang didigkda tahun 1980 dengan
kegiatan usaha antara lain eksplorasi dan produksyak dan gas. PT Medco
Energi Internasional ini merupakan perusahaan hglgang terdiri dari beberapa
sub holding salah satunya adalah PT Medco E&P ToBwawesi. Perusahaan
PT Medco E&P Tomori Sulawesi adalah perusahaan yaegangani eksplorasi
minyak dan gas bumi di area Senoro — Toili dimamaahgan Senoro berada
diwilayah tersebut. PT Medco Energi Internasionaf, Tmerupakan pemegang
saham mayoritas pada sub holding PT Medco E&P To8wawesi. Saham PT
Medco Energi Internasional, Thk di PT Medco E & &nori Sulawesi sebanyak
99,99%:°"

Satu lagi perusahaan yang ikut mengerjakan praygekBlok Donggi —
Senoro adalah Mitsubishi Corporation. Mitsubishrfi@wation adalah perusahaan
yang bergerak di bidang perdagangan dan investsgash kantor pusat di
Jepang. Mitsubishi Corporation memililepresentative officéi Indonesia yaitu
PT Mitsubishi Corporation Indonesia. Perusahaan sailaku pemangku
kepentingan qtakeholder dalam suatu proyek di Indonesia, proyek Tangguh
adalah proyek pertama di Indonesia, dimana Mitsub@orporation menjadi
pemangku kepentingan di proyek tersebut, dengaerkiigan saham sebesar
9%, pemegang saham terbesarnya adalah BP (Briggiolum) sebesar lebih
dari 30%'%® Mitsubishi Corporation masuk menjadi mitra ketg@am pengerjaan
proyek gas Blok Donggi — Senoro ini melalui proseauty contestang diadakan
oleh PT Pertamina dan PT Medco Energi Internasional

19 Tinjauan Historis Yuridis Terhadap PengusahaanaRérangan Minyak Bumi Dan
Gas Di Indonesia, http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/HisY uridisisahamigas.pdf
Diunduh 22 April 2001

197 pytusan Komisi Pengawas Persaingan Usahait.,hal. 6

1% |bid, hal. 7
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Pengelolaan industri gas Blok Donggi — Senoro nreémakai sistem
Production Sharing ContragPSC) atau kontrak bagi hasil antara ketiga pelaku
usaha tersebut. Di dalam PSC atau kontrak bagil lthsyatakan bahwa
wewenang manajemen di tangan Perusahaan Negarangked peranan
kontraktor minyak asing hanya merupakan badan yaltgnjuk untuk
melaksanakan kegiatan operasi perminyakan. Dengarikn hak milik atas
minyak mentah sampai pada titik penyerahan tetapdbedi tangan Pemerintah
Republik Indonesid®®

Pengembangan industri gas Blok Donggi — Senor@ yhjalankan oleh
ketiga pelaku usaha ini merupakan bentuk kegiatamai hulu dan hilir, artinya
pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan produlikii ari proses eksploitasi,
eksplorasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpamegdn proses niaga. Yang
mana dari hasil kegiatan usaha hulu nantinya alaagdkepada PT Pertamina
sebesar 50%, PT Medco Energi Internasional seb888 dan Mitsubishi
Corporation sebesar 209, Kemudian dari hasil kegiatan hilir proyek ini aka
dibagikan kepada PT Pertamina sebesar 29%, PT MEdeogi Internasional
sebesar 11,1% dan Mitsubishi Corporation sebesaf&g"

199 Freddy Harris¢Bentuk-bentuk Kontrak yang Didesain oleh Pertamidengan Pihak
Asing dalam Rangka Usaha Pemurnian dan Pengolahamyd® dan Gas Bumi” (Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 1991)

110 Senoro Gas Developmenthttp://www.medcoenergi.com/page.asp?id=240002
Diunduh 22 April 2011
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BAB IV

ANALISA PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
PERKARA NOMOR: 35/KPPU-1/2010

IV.1. Kasus Posisi dan Fakta — Fakta Hukum Dalam R&ara Blok Donggi -

Senoro

1. Pihak Yang Berperkara
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiyang
memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 dan Pasddzhg-undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli daisaitegan Usaha Tidak
Sehat selanjutnya disebut) No. 5 Tahun 199%erkaitan dengan ProsBgauty
ContestProyek Migas Blok Donggi —Senoro. Dalam perkaragydiputus oleh
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini, pthgkhak yang menjadi
terlapor adalah sebagai beriKit:
a. Terlapor I, PT Pertamina (Persero) berkedudukan di Jl. Medan
Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat 10110, Indonesia;
b. Terlapor Il, PT Medco Energi Internasional, Tbk., berkedudukan di
Energy Building, Lantai 52, SCBD Lot 11A, Jalan deral Sudirman
Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia;
c. Terlapor Ill, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, berkedudukan di
Energy Building, Lantai 38, SCBD Lot 11A, Jalan deral Sudirman
Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia;
d. Terlapor IV, Mitsubishi Corporation , berkedudukan di 3-1, Marunouchi
2- Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Jepang, denglamat
korespondensi diMitsubishi Corporation Jakarta Representative
Office, yang berkedudukan di Sentral Senayan II, Lt. 98dhlan Asia
Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakdtssat 10270,

Indonesia;

12 pytusan Komisi Pengawas Persaingan Usgha;it., hal. 1
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2. Kasus Posisi

Pengembangan industri migas di Indonesia, khusudnlok Donggi —
Senoro ini dimulai sejak tahun 1980 — 1997. BloktiNdok dan Blok Senoro
yang merupakan lokasi minyak dan gas di daerahw&giaTengah awalnya
dikelola oleh Union TexaS2 Lapangan Donggi merupakan pengembangan
lapangan terintegrasi pada area Matindok yang rieddiri lapangan Donggi,
lapangan Matindok, lapangan Maleoraja dan lapangamhaki. Sedangkan
lapangan Senoro merupakan pengembangan dari lapagas Senoro dan
lapangan minyak Tiaka. Pada tahun 1997, Union Tewasgembalikan hak
pengelolaan Blok Matindok dan Blok Senoro kepadgdaxe Republik Indonesia.
Yang kemudian oleh Negara pengelolaan Blok Matindak Blok Senoro ini
diserahkan kepada PertamifdPenyerahan pengelolaan migas di Blok Matindok
dan Blok Senoro ini dimuat dalam Kontrak Kerja Sayaag dikeluarkan oleh
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan BBAS.

Kemudian Pertamina memecah pengelolaan Blok Makindan Blok
Senoro. Untuk Blok Matindok dikelola oleh Pertamsedangkan Blok Senoro
dikelola oleh joint venture Pertamina dengan Unibexas:™> Setelah Blok
Senoro yang semula dikelola oleh joint venture raniertamina dengan Union
Texas berakhir, saat ini Blok Senoro dikelola Jo@peration Body (JOB)
Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi —Medco E & &mori Sulawesi. PT
Medco E&P Tomori Sulawesi merupakan salah satu geaksahaan PT Medco
Energi Internasional, Thk?®

Kemudian pada tanggal 31 Mei 2005, PT Pertamiredjdd E & P Tomori
Sulawesi dan LNG Internasional (LNGI) menandatangaclusive agreement
untuk pembelian gas dari Blok SendtbDalam kesepakatan tersebut dijelaskan
bahwa LNGI harus membuat perjanjian pembiayaan aengerusahaan

pembiayaan yang memiliki kualifikasi yang layak den standar minimum

113 pytusan Komisi Pengawas Persaingan UsBhtysan Perkara Nomor : 35/KPPU-
1/2010. Hal. 9
114 1bid
115 bid
“1bid, hal 10
" bid
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tingkat investasi. Setelah adanya tahap negodiaginga pada tanggal 3 Oktober
2005, LNGI telah memenuhi persyaratan mengenai latag@&mbiayaan tersebut.
Kemudian pada tanggal 28 November 2005, PT Medc® E&mori Sulawesi,
PT Pertamina EP, PT Pertamina LNG dan LNGI mengadakapat yang
menghasilkan kesepakatan mengenai pengiriman LUNNEs (shipment Dengan
adanya kesepakatan tersebut maka dibentuklah PTEMNEgi Utama (LNGEU)
sebagai konsorsium atau perusahaan gabungan urgn#amai, mengelola dan
pengiriman LNG yang berasal dari Blok Donggi-Senamo LNGEU secara
hukum resmi didirikan pada tanggal 19 Desember 206fdasarkan Akta
Pendirian Perusahaan Nomor 25 yang dibuat oleh ridofemrul Partomuan,
S.HME

Tidak berapa lama dari proses pengembangan proyggs Blok Donggi
— Senoro, pada tanggal 12 Januari 2006 Mitsubisip&@ation mengirimkan
surat kepada PT Pertamina (Persero) yang menyataarnk untuk membangun
proyek yang pertama di Sulawesi (Blok Donggi daokBbenoro). Kemudian PT
Pertamina (Persero) dan Mitsubishi Corporation radagan pertemuan untuk
mendsikusikan kemungkinan Kketerlibatan Mitsubishiorg@ration dalam
pengembangan Blok Matindok dan Blok Senoro padggdan23 Januari 2006.
Pada tanggal 26 Januari 2006, Mitsubishi Corpanati@nyampaikan kepada PT
Medco Energi Internasional, Tbk yang menyatakatatdér pada proyek LNG
Senoro. Dengan persetujuan PT Pertamina (Perseno) RT Medco Energi
Internasional Tbk, pada tanggal 7 Februari 2006 siitshi Corporation
melakukan presentasi untuk menyampaikan pendapat tamtang proyek LNG
serta proposalnya. Kemudian pada tanggal 8 Febraafi6é, Mitsubishi
Corporation mengadakan pertemuan dengan PT MedemBnternasional, Tbk
dan menyampaikan bahwa Mitsubishi Corporation tértantuk terlibat dalam
aspek hulu maupun hilir dalam pengembangan Blokndek dan Blok Senoro.
Dalam kesempataan pertemuan tersebut, PT MedcogiElmgernasional, Tbhk
menyampaikan kepada Mitsubishi Corporation bahwaripas pengembangan
Blok Matindok dan Blok Senoro adalah pada aspek. T Medco Energi

Internasional, Tbk meminta kepada Mitsubishi Cogtion untuk menjadi partner

118 pid, hal 13
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bagi LNGEU dengan terlebih dahulu melakukawe dilligence terhadap
pekerjaan awal LNGI karena beberapa data merupalanLNGI. '

Pada tanggal 9 Februari 2006, PT Medco Energirriagtonal, Tbk
meminta LNGI turut serta pula dalam presentasi yakgn dilakukan oleh
Mitsubishi Corporation kepada PT Pertamina (Pejsdem PT Medco Energi
Internasional, Tbhk. Selain LNGI dan Mitsubishi, RTedco Energi Internasional,
Tbk meminta juga kepada Mitsui & Co. Ltd (Mitsuiituk mengikuti presentasi.
Untuk melihat keadaan awal proyek ini maka PT MeH&® Tomori Sulawesi
menyampaikan kepada Mitsubishi Corporation bahwasLNdak keberaratan
memberikan informasi kepada Mitsubishi Corporatis@panjang Mitsubishi
Corporation bersedia menandatangani perjanjian hesraan Confidentiality
Agreement yang dipersiapkan oleh LNGI. Kemudian pada tahdgaFebruari
2006, LNGI dan Mitsubishi Corporation menandatamgearjanjian kerahasiaan
tersebut. Dalam perjanjian kerahasiaan tersebutsuldishi Corporation akan
menerima data-data dan informasi yang bersifatsiah@ari LNGI dan data-data
tersebut dilarang untuk diinformasikan kepada pittak. Pada tanggal 23
Februari 2006, Mitsubishi Corporation mempresektasihasildue dilligence
terhadap LNGI kepada PT Pertamina (Persero). Haydreg disampaikan terkait
dengan hasil due dilligence adalah :

a. Teknis;
b. Komersial; dan
c. Kapasitas pengilangan.

Mitsubishi Corporation juga menawarkan konsep Earan dimana
antara lain menawarkan menjual kembali kepada Riam&a (Persero) untuk
mengatasishortfall di Bontang dan menjual gas ke Jepang. Dalam piesen
tersebut Mitsubishi Corporation menyampaikan bapeganjian pembelian gas
dari Blok Donggi - Senoro antara Mitsubishi Corgimma, PT Pertamina
(Persero), PT Medco Energi Internasional, Tbk dEiGLLimited di usulkan pada
akhir Maret 2006.

Kemudian pada tanggal 16 Maret 2006, MitsubishirpGration
menyampaikan presentasi kepada PT Pertamina (Bedan PT Medco Energi

119pid, hal 13 - 14
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Internasional, Tbk untuk mendiskusikan proposalshtiishi Corporation. Dalam
presentasi dan diskusi tersebut, Mitsubishi Cotpmramenyampaikan proposal
terkait dengan: kapasitas kilang, manajemen proyskuk EPC, PMT
Organization, EPC Contracting Strategy, EPC TimeeL{plant start up End
October 2009), Finance (Project Funding), Parterfitarketing'*°

i. Dalam proposalpartnering, Mitsubishi Corporation membandingkan
struktur kepemilikan dimana berdasarkan struktur B& Medco Energi
Internasional Tbk masih mengikutsertakan LNG Enéjtama sebagai
bagian dari proyek namun kemudian Mitsubishi Caafion
menghilangkan peran dari LNG Energi Utama;

ii. Dalam proposal Marketing, Mitsubishi Corporationngesulakn bahwa
proyek ini untuk membantu shortfall LNG dengan pelhlepang,
memprioritaskan western buyer consortium untuk pEmMiNG Badak 1V,
harga gas Sulawesi dapat berdampak pada harganmgergan Bontang,
Pendapatan dari gas Sulawesi dapat membantu keuBogéang

iii.  Berdasarkan hasitlue dilligencedengan LNGI, diperoleh diinformasi
LNGI telah menyelesaikan beberapa pekerjaan. Maskidemikian,
LNGI tidak perlu terlibat dalam proyek ini karena :

i. LNGI belum memperoleh semua perizinan;

ii. Mitsubishi Corporation merekomendasikan membanguands
dengan kapasitas 2.0 mtpa,namun LNGI akan membakgang
yang tidak sesuai dengan rekomendasi tersebut;

iii. LNGI tidak memiliki pengalaman yang cukup;

iv. Peran PT Maleo Energi Utama dalam proyek inidigrgrakan oleh
Mitsubishi Corporation;

Meskipun Mitsubishi Corporation diminta oleh PT di¢e E&P Tomori
Sulawesi untuk melakukadue dilligencedalam kerangkaartnership dengan
LNGEU, tetapi Mitsubishi Corporation dalam presesiriga kepada PT Pertamina
(Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbktryu mencerminkan
keinginan untuk mengerjakan sendiri proyek terselamgan alasan seperti yang

120 pid, hal 16 - 17
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telah disebutkan diatd&" Oleh karen hal inilah, maka PT Pertamina (Pers#an)
PT Medco Energi Internasional, Tbk memutuskan untuémilih calon mitra
proyek pengembangan LNG untuk gas dari Blok Matindan Blok Senoro

melaluiBeauty Contest.

3. Fakta — Fakta Hukum dalam Prose®Beauty Contest

Setelah melihat hasil dari presentasi Mitsubishaka pada tanggal 31
Agustus 2006 PT Pertamina (Persero) dan PT MedeogEinternasional, Tbhk
memutuskan untuk memilih calon mitra kerja proyekgembangan LNG Blok
Donggi — Senoro melalui proségauty contestKkemudian dibuatlalirerm Of
reference(TOR) yang didasarkan pada jurnal-jurnal dan peargah para pelaku
bisnis LNG. Pada tanggal 1 September 2006, PT iRaréa (Persero)
mengirimkan surat undangan dan TOR tentang Donggef® LNG Project
Proposal Sulawesi, Indonesia kepada 7 (tujuh) péaen yaitu LNGEU, LNG
Japan Corporation, Mitsubishi Corporation, Toyotsudgho Corporation, Itochu
Corporation, Marubeni Corporation dan Mitsui.

Lalu pada tanggal 4 September 2006, Mitsubishp@ation diminta oleh
PT Pertamina (Persero) dan PT. Medco Energi In¢ewnal, Tbk untuk
memberikan presentasi terkait dengan TOR tangg8@egdiember 2006. Dalam
presentasi tersebut, Mitsubishi Corporation menyakam: confirmation of PT
Pertamina (Persero)/PT Medco Energi Internasioral, position to prepare for
Mitsubishi Corporation Proposal, concept of pretimy proposal. Kemudian ada
sedikit perubahan mengenai TOR, tanggal 8 Septer@bé6, PT Pertamina
(Persero) menyampaikan revisi TOR kepada LNGEU, LN@an Corporation,
Mitsubishi Corporation, Toyota Tsusho Corporatiofipchu Corporation,
Marubeni Corporation dan Mitsui. Bahwa dalam revi€)R sebagai lampiran
undangan tanggal 8 September 2006 memuat antara lai

a. Dalam butir II: ‘the downstream company will purchase gas from
upstream parties including BPMIGAS, liquefy the ga®e LNG and sell
the LNG to the LN®uyer”;

121 pid, hal 17 - 18
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b. Dalam butir I1lI: kriteria pemilihan dan evaluasitposial partner adalah:
administratif, kompetensi, nilai, keuangan dan .viBlalam kriteria
kompetensi memuat antara lain pengalaman calongrafalam kriteria
visi memuat antara lain perihal konsorsium dengaterkuan: The full
legal names of the entities involved in the consorf the format and
relationships of the various parties in the congortif the information is
currently available dan a definitive statement rdgey the limitations of
liability for each party in the consortium (statgarties will be jointly and
severally liable or if each party will be severallgble for a specific
portion of the downstream LNG company).

Pada tanggal 13 September 2006, inisiatif dari H&ftamina (Persero)
mengundang BG Asia Pacific Pte Ltd, Japan PetrolEupioration Co. Ltd dan
PT Pacific Oil and Gas Indonesia untuk menyampai@aoposal untuk
berpartisipasi dalam proyek Donggi-Senoro LNG paliambat tanggal 22
September 2006. Kemudian pada tanggal 15 Septe2@8, PT Pertamina
(Persero) mengundang Marubeni Corporation, Mitsdipyota Tsusho
Corporation, Itochu Corporation, Mitsubishi Corpova, LNG Japan
Corporation, PT LNG. Energi Utama, BG Asia PacRie Ltd, Japan Petroleum
Exploration Co. Ltd, PT pacific Oil and Gas IndoiaedMarubeni Corporation dan
Mitsui untuk menghadiri pertemuan klarifikasi taat@9 September 2006.

Dalam pertemuan klarifikasi tersebut dijelaskantaen lain tentang
penerimaan dan penolakan proposal serta jadealuty ContestDalam butir
penerimaan dan penolakan memuat hal yaatceptance or rejection of the
proposal submitted by the potential partner willledp be at discretion of
PERTAMINA and MedcoPotential partners who are late or fail for the
predetermined proposal submission arrangementshailtonsidered as declining
this invitation of participation” Dalam jadwal Beauty Contest memuat jadwal
klarifikasi dan presentasi apabila diperlukan tagth September 2006 sampai
dengan tanggal 6 Oktober 2006. Pada tanggal 3 @k@®06 PT Medco Energi
Internasional, Tbk mengajukan pertanyaan Klarifikapada para peserBeauty
Contest Guna menilai proposal dari masing-masing pedge@uty ContestPT

Pertamina (Persero) menggunakan mefmates and faidigabung dengascoring,
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sedangkan PT Medco Energi Internasional Tbk mengjgam criteriascoring.
Dari hasil penilaian tersebut diitentukan bahwa Pdrtamina (Persero) dan
Medco Energi Internasional menggugurkan LNGEU karetidak dapat
menyerahkan jointly and severally consortium age@mstatement (sebagai
bentuk persyaratan). Justru kemudian LNGEU menyarahstatement dan
menyampaikan surat bahwa consortium agreement disampaikan setelah
terpilih sebagai partnéf?

Dengan melihat penilaian tersebut, pada tanggalesember 2006, PT
Pertamina (Persero) dan Medco Energi Internasionemutuskan memilih
Mitsubishi Corporation sebagai partner untuk perfgamgan LNG Donggi
Senoro downstream businesgkegiatan usaha hilir) dengan alasan proposal
Mitsubishi Corporation lebih baik dalam memenuhiétra request for binding
proposal dibandingkan dengan proposal peserta ylaiin Dengan adanya
keputusan tersebut maka Mitsubishi telah menjaditramikerja dalam

pengembangan proyek gas Blok Donggi — Senoro.

4. Pelanggaran pasal 22 dan 23 Menurut Pertimbangan KPU

Dalam memeriksa perkara ini, KPPU memberikan pé&dingan sebagai
berikut :
Beauty Contestlidesain untuk menunjuk Mitsubishi Corporation sgbh@artner
(Mitra kerja) dan pembeli gas dari Blok Matindokndalok Senoro;

a. PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Intenals Tbk
melaksanakanbeauty contestdalam pemilihanpartner untuk proyek
Donggi-Senoro LNG dengan cara diskriminatif karememberikan
kesempatan yang berbeda-beda kepada peserta dagunhergkan
kepada Mitsubishi Corporation. Hal ini sesuai denfgkta-fakta sebagai
berikut 24
I.  Mitsubishi Corporation telah melakukan diskusi damé T Pertamina

(Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbkursag-

122 |pid, hal 18 - 23
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kurangnya sejak 12 Januari 2006 untuk proyek LMGdan beberapa
kali melakukan pertemuan untuk mendiskusikan hialkesempatan
ini tidak dimiliki oleh peserta lain sehingga wakiatuk penyiapan
proposal menjadi lebih sempit

ii. Undangan pertamaeauty contestdisampaikan pada tanggal 1
September 2006 disampaikan kepada 7 (tujuh) qadoimer dan pada
tanggal 13 September 2006 dikirimkan kembali undanigepada 3
(tiga) calonpartner. Calonpartneryang menerima undangan pertama
dan kedua selambat-lambatnya menyampaikan propasial tanggal
22 September 2006. Hal ini mengakibatkan pesertaiife waktu
penyiapan proposal yang berbeda-beda;

li. PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Intenals Tbk
mengundang Mitsubishi Corporation pada tanggal gtedeber 2006
setelah TOR disampaikan dengan maksud untuk menddR dan
melihat kesiapan Mitsubishi Corporation. Hal indak dilakukan
untuk seluruh pesertseauty contest

b. KPPU menganggap TOR tidak menunjukkan kepastiaandahemilih
partner dan sejak awal PT Pertamina (Persero) dan PT Mé&ohaogi

Internasional, Tbk telah mengarahkan pemenbeguty contesadalah

Mitsubsihi Corporation. Hal ini sesuai dengan falegta ebagai berikut;

I.  Adanya perbedaan penilaian dari Tim PT Pertamirers@?o) dan
Tim PT Medco Energi Internasional, Tbk yang dideaarpada TOR
yang sama. Ketidakpastian dalam system penilaiaterfihat pada
TOR yang tidak memuat system penilaian sehingghauirperbedaan
penilaian;

ii. TOR sengaja dibuat mengambang untuk memudahkanmdala
menggugurkan peserta. PT Pertamina (Persero) ysetyji oleh PT
Medco Energi Internasional, Tbk menggugurkan kasisor LNGEU
dengan alasan yang tidak terdapat dalam TOR,;

lii. PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Intemals Tbk
meminta persyaratanbinding kepada Mitsui dan Mitsubishi

Corporation setelah dilakukan presentasi keduany@narth
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berdasarkan presentasi tersebut, proposal Mitsuiih lebaik
dibandingkan proposal Mitsubishi Corporation. Akiparmintaan ini
yang tanpa melalui proses negosiasi sebagaimaam gatlwalbeauty
contest merupakan upaya untuk memenangkan Mitsubishi
Corporation;

c. KPPU menganggap bahvieeauty contestlirancang untuk memenangkan
Mitsubishi Corporation sebagai upaya untuk menyihgk peran
LNGEU. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebdgaikut;

i. Proyek LNG di Sulawesi dirancang untuk membarsioortfall
Bontang dimana PT Pertamina (Persero) dan Mitsukisinporation
memiliki kepentingan di LNG Bontang;

li. Rapat antara PT Pertamina E&P, PT Medco E&P Tor8alawesi,
LNGI dan PT Maleo pada tanggal 28 November 2005 yegakati
hal-hal mendasar tentang proyek gas di lapangawor&daermasuk
untuk membantu shortfall di Bontang. Namun hal ticiak jelas
kelanjutanya meskipun LNGI terus melakukan kegikagiatan
terkait kesepakatan ini. Masuknya Mitsubishi Cogpon melalui due
dilligence mempengaruhi PT Pertamina (Persero) EanMedco
Energi Internasional Tbk terhadap kelanjutan proyek dengan
LNGI. Hal ini tercermin dari tidak adanya tanggapdari PT
Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internakidibk terkait
dengan proposal Mitsubishi Corporation yang memiesukd_ NGEU
sebagai calon partner;

iii. Undangan kepada LNGEU untuk mengikuti beauty cdontes
merupakan upaya menyingkirkan LNGEU karena darii sis
persyaratan, LNGEU tidak memenuhi persyaratan pamga karena
perusahaan ini baru didirikan untuk memertkclusivity Agreement
Meskipun berkonsorsium, namun PT Pertamina (Persaemnolak
anggota konsorsiumnya dengan alasan yang tidalapgatddalam
TOR.

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisa putusan ..., Rio Panggabumi Rasobayo, FH Ul, 2011



63

d. Due Dilligencediduga merupakan upaya untuk mendapatkan informasi
rahasia dari LNGEU dan hasitlue dilligence dimanfaatkan oleh
Mitsubishi Corporation untuk membuat proposal,

i. BahwaDue Dilligenceyang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation
terhadap informasi-informasi yang dimiliki oleh LG telah
disalahgunakan untuk kepentingan Mitsubishi Corjana dalam
membuat proposal baik sebelum maupun padebsaatty contesHal
ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

1. Mitsubishi Corporation menyampaikan proposal terdangan
marketing LNG Sulawesi berdasarkan temuan hasile
diligencedengan LNG | sebagaimana presentasi tanggal 23 dan
24 Februari 2006;

2. - Mitsubishi ~ Corporation  memperbaiki  proposal dan
mempresentasikan proposalnya pada tanggal 16 MN2Q@®
yang juga didasarkan pada hasil pemikiran setelatakukan
due dilligence dengan LNGEU;

3. Shortlist partner dari hasil evaluasi proposalyata adalah para
pelaku usaha yang telah memiliki informasi awal gzakup
terkait dengan proyek Donggi-Senoro yaitu LNGEUt9Mi dan
Mitsubishi Corporation kecuali LNG Japan Corpomati@NG
Japan Corporation masuk dalam shorlist Tim EvalUuasi
Pertamina (Persero) karena LNGEU dianggap tidak eneim

syarat;

5. Kesimpulan KPPU Dalam Pemeriksaan Kasus Ini
Dalam putusan mengenai perkara ini, KPPU membusitririlan yang
didasarkan pada temuan fakta-fakta dan analisisatds. Kesimpulan Tim
Pemeriksa adalah sebagai berifit:
a. Pemanfaatan gas dari Lapangan Matindok dan Lapang§anoro
dimaksudkan untuk menutughortfall yang terjadi di Bontang dengan

125 pid, hal. 34 - 40
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pelaku usaha yang terlibat di Bontang antara IdirPBrtamina (Persero)
dan Mitsubishi Corporation;

b. Sejak awal pelaksanaaheauty contespada proyek Donggi — Senoro
LNG telah direncanakan untuk menunjuk PT Mitsubigtorporation
sebagai partner untuk membangun kilang LNG sekaligus sebagai
penyandang dana untuk perusahaan yang akan didiy&i&u PT Donggi
Senoro LNG guna membeli gas dari Lapangan Matindlk Lapangan
Senoro;

c. PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Intermasjiorbk, PT Medco
E&P Tomori Sulawesi dan Mitsubishi Corporation téth melakukan
persekongkolan untuk menunjuk  Mitsubishi Corporaticsebagai
pemenang dalanbeauty contespemilihan partner untuk membangun
kilang LNG sekaligus sebagai penyandang dana up&uksahaan yang
akan didirikan yaitu PT Donggi Senoro LNG guna melnigas dari
Lapangan Matindok dan Lapangan Senoro;

d. KPPU mendalilkan bahwa Terlapor I, Terlapor Il darlapor Il telah
melakukan persekongkolan Tender dengan alasan padg pokoknya
bahwa tender bukan hanya unttRublic Procurement” Bahwa sesuai
dengan Peraturan Komisi No. 02 tahun 2010 tentadpian Pasal 22
UU No. 5 tahun 1999, maka termasuk tender pihalsgwaBahwa sesuai
Pasal 4 Pedoman tersebut tender termasuk puladioastara lain melalui
model lelang atabeauty contesBBahwa penawaran harga dapat menajdi
salah satu elemen penilaian dalam beauty contesarf®h Janssen (ed.),
2004). Bahwa penguasaan pasar yang bersifat manalaohiah dapat
lahir melalui berbagai model, antara lain: lelabpgauty contest, first-come
first serve, grandfather rights, atau lotere (Mexarfanssen (ed), 2004).
Begitu pula KPPU mengutif OECD Policy Brief, Mei yang
menyatakan bahwa dua yang pertama (lelang dan\beauntest dapat
dikatakan sebagai bentuk competition for markat atga disebut konsesi.
Sedangkan tiga model penguasaan pasar yang terdiksircome first
serve, grandfather rights, dan lotere) tidak meintiasar pertimbangan

yang jelas (Maarten Janssen (ed), 2004). Berdasad@a alasan tersebut,
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KPPU menilai bahwa beauty contest adalah salahbsatiuk tender untuk
menciptakan competition for the market dan tundaétgpUU No. 5 tahun
1999.

e. KPPU juga mendalilkan bahwalue diligence merupakan upaya
mendapatkan informasi rahasia LNGI dan hakik diligencetersebut
dimanfaatkan oleh Mitsubishi untuk membuat proposdhlam
menyimpulkan adanya bukti pelanggaran Pasal 23 013/81999.

f. PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Intermasid’bk, PT Medco
E&P Tomori Sulawesi dan Mitsubishi Corporation téty melakukan
persekongkolan untuk mendapatkan informasi dari LNiGited melalui
kegiatan due dilligence yang digunakan sebagai bahan pemikiran
Mitsubishi Corporation dalam menyiapkan proposak sebelum maupun
pada saat pelaksandagauty contest

g. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang roligle selama
Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan el@argangannya,
Tim Pemeriksa menyimpulkaterdapat bukti terjadinya pelanggaran
Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang No. 5 Tahuh y88) dilakukan
oleh Terlapor |, Terlapor I, Terlapor Il dan Tapor V.

6. Pembelaan PT Pertamina dan PT Medco Energi Inteasional dalam
Persidangan
Pembelaan yang dilakukan oleh PT Pertamina danMidco Energi
Internasional berdasarkan pada fakta-fakta hukum atalisis masalah adalah
sebagai berikut*?°
a. Proyek pengembangan gas merupakan bisnis yang tsapegsifik dan
memerlukan biaya yang besar, sehingga diperlukgadeama yang sangat
erat dalam seluruh matantai bisnis selama jangka waktu yang panjang.
Disamping itu pelaksana proyek harus mencari surpbedanaan sendiri

dengan tanpa membebani korporat dikemudian hari;
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b. Mengenai dugaan Pasal 22 UU No0.5/1999 tidak terbudengingat
unsur-unsur dalam Pasal 22 tidak terpenuhi, baBeauty contestidak
dalam lingkup pengertian tender sebagaimana dindadtalam Pasal 22 :

i. Pendapat LKPP, surat LKPP No.B- 1212/LKPP/D.IV.Q912010

tanggal 24 September 2010;

1. Angka 3:“proses pemilihan mitra kerja melalui beautpntest
bukan merupakan praktek yangnenghambat persaingan
usaha....”

2. Angka 4: “Pemilihan mitra kerja dalam pembentukan usaha
baru dan pemasaran produk dengan cara beatdytest |,
menurut hemat kami bukan merupakamersekongkolan
sebagaimana dimaksud pa®asal 22 Undang-undang Nomor
5 Tahun 1999tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;-

ii. Pendapat Prof. Erman Rajagukguk tanggal 28 Okt20&0;

1. Beauty Contespemilihan mitratidak tunduk kepada Keppres
No. 80 tahun 2003 tentan@edoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya

2. Beauty Contespemilihan mitratidak termasuk dalam ruang
lingkup Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Noaltuf
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Peraaitdsaha
Tidak Sehat;

3. Beauty Contest pemilihan mitra, bukan merupakan
pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada SK
Direksi No. Kpts- 036/C00000/2004-S0 tanggal 24 Agustus
2004tentang Manajemen Pengadaan Barang/Jasa,;

iii. Pendapat Kurnia Toha, S.H., LL.M, PhD, dosen FalkulHukum
Universitas Indonesia yang merupakan ahli hukum NidJ 5/1999
sebagaimana dilampirkan dalam Tanggapan iReftlapat Hukum
Ahli Kurnia Toha” ) sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum Ahli Erman RajagukgulBeauty contest

pemilihan mitra tersebut tidak masuk dalam ruangghkup
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Pasal 22 dan Pasal 23 Undang- Undang No. 5 Tahu@919
tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persainganatus
Tidak Sehat karena beauty contest pemilihan mitdalah
pemilihan calon partner untuk membangun suatu ushbkan
mengenai pengadaan barang/jasa.”

2. Pendapat Hukum Ahli Kurnia Toha:Dari jawaban pada
pertanyaan (4) (a) diatas, maka sangat jelas bali®aleksi
Calon Mitra” tidak masuk dalam pengertian “Tender”
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999.”

3. Suatu hal yang lazim jika di dalam suatu TOR tisa&muat
sistem penilaian, dimana sistem penilaian merupakakresi
pihak penyelenggara. Yang terpenting adalah bahwstens
penilaian tersebut diterapkan secara aeédual dan objektif
kepada seluruh calon mitra. Dengan demikian, kegiampTim
Pemeriksa bahwakeétidakpastian dalam sistem penilaian ini
terlihat pada TOR yang tidak memuat sistem penil@ahingga
timbul perbedaampenilaian” adalah tidak tepat;

c. Unsur-unsur Pasal 22 tidak terpenuhi:

I. tawaran mengajukan harga; danTidak terdapat tawaran
mengajukan harga untuk memborong suatyekerjaan, untuk
mengadakan barang-barang atatuk menyediakan jasa;

li. memborong suatu pekerjaan; atau mengadakan barangAg; atau
menyediakan jasa
1. Calon mitra dalam proyek ini akan secara bersarama

dengan Pertamina dan Medco menjadi pemegang salzma p
perusahaan baru yang akan dibentuk;

2. Beauty contest tersebut bertujuan untuk mencarramyang
akan memonetasi gas di Arean Matindok dan Blok 1®eno
Calon mitra tersebut harus menanggung resiko beesdengan
Pertamina dan Medco;
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3. Bahwa posis calon mitra dengan Pertamina dan Medco
adalah sedergjat. Tidak dalam posisi sebagai pemberi
pekerjaan dan penerima pekerjaan;

d. Dugaan Pasal 23 tidak terbukti. Pertamina tidakkdorespirasi dengan
pihak lain untuk menguntungkan salah satu pihalardaprosesheauty
contest
I. Tidak ada perlakuan khusus terhadap salah satu caiva beauty

contest; Presentasi berdasarkan courtesy call ukitéak oleh calon

mitra beauty contest termasuk LNGEU,;

li. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh calon nb#auty contest
yang merasa dirugikan selama proses beauty coritediukti pada
saat TOR explenation meeting tidak ada keberataincdion mitra
beauty contest;Exclusivity Agreement (EA) tangghMei 2005;

e. Tidak ada informasi rahasia milik LNGI yang diguaakdalam proses
beauty contest;

I.  Perlu dipahami bahwa LNGI bermaksud untuk memlesi dari Blok
Senoro (EA), sedangkan proyek yang akan dikembangleh PNA
dan Medco adalah monetisasi gas dari Area Matindak Blok
Senoro dengan skema bisnis LNG hilir (beauty cajtes

ii. Adanya perbedaan lingkup proyek antara EA (baik degi skema
usaha maupun besaran proyek maupun teknologi yanmakan)
dengan lingkup proyek beauty contest;

iii.  Proposal Mitsubishi tanggal 22 September 2006 datargka beauty
contest sama sekali berbeda dengan proposal LNGiaggal 22
September 2006. Hal ini berarti tidak ada informasisil due
diligence terhadap LNGI yang digunakan oleh Mitstbi

Kesimpulan Pembelaan Pertamina dan Medco yangmmaidiknya adalah

sebagai berikut :

a. Pertamina dan Medco tidak terbukti melanggar kesamtPasal 22 dan
Pasal 23 UU No0.5/1999 tentang Larangan Praktik Ndoho dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat;
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Beauty contest bukan merupakan lingkup pengergaddr sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 UU No0.5/1999. Sebagaimiaeskdat pendapat
dari LKPP dan pendapat ahli Prof. Erman Rajagukguk.

Beauty contest dilaksanakan dengan mempertimbangkaor fairness
dan transparan sesuai dengan ketentuan dan peasygaag berlaku;
Bahwa tidak benar adanya perlakuan diskriminattikrmenguntungkan
salah satu pihak dalam prosesautycontest. Beauty contedilaksanakan
dengan mempertimbangkan unfairness and equal treatment.

tidak benar adanya persekongkolan antara Pertamifegdco dan
Mitsubishi untuk mendapatkan informasi rahasia kniliNGI melalui

kegiatandue diligence

Putusan KPPU
Dalam perkara ini KPPU memutus bersalah para pier|aberikut

putusannya secara rinét*

a.

Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Pertamina (Persdrejapor Il PT
Medco Energi Internasional, Tbk dan Terlapor IV $dibishi Corporation
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar RasdlJ No. 5 Tahun
1999;

Menyatakan bahwa Terlapor Il, PT Medco Energi mésional, Tbk,
Terlapor Ill, PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan Bgdr IV,
Mitsubishi Corporation terbukti secara sah dan rkeyan melanggar
Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999;

Menghukum Terlapor | PT Pertamina (Persero) membdgada sebesar
Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menghukum Terlapor 1l PT Medco Energi Internasioiidk membayar
denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar h)pia

Menghukum Terlapor Ill PT Medco E&P Tomori Sulawesembayar
denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyaanpi

Menghukum Terlapor 1V, Mitsubishi Corporation memgda denda
sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyaiah)p
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IV.2. Analisa Pertimbangan KPPU dalam Memutus Perkaa
1. ProsesBeauty Contest

Dalam putusan perkara ini, KPPU memutus bersaled tealapor dengan
ketentuan pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 5 Talfigp. Pasal 22
merupakan pasal yang mengatur mengenai persekamgkehder. Namun yang
perlu dibuktikan sebelumnya adalah apakah sypatses beautycontest atau
pemilihan mitra kerja termasuk ke dalam ruang lukender yang dimaksudkan
dalam pasal tersebut.

Dalam pertimbangannya KPPU memuat kutipan mengeeagertian
beauty contestyang diambil dari buku karangan Maarten Janssertip&u
tersebut yaitu :

“Bahwa dalam lelang, biasanya peserta menawarkanasau lebih harga
dan penawar dengan harga tertinggi yang memenandkéang.
Sedangkan dalarbheauty contestbiasanya peserta menawarkan rencana
bagaimana perusahaan akan menggunakan aset tesé&kmudian hari
dan menyediakarcredentials (kepercayaan mendapatkan kredit)tuk
menunjukkan rencana tersebut dapat dipercaya. uNarbukan Dberarti
penawaran harga selalu absen dalam prdsesuty contest penawaran
harga dapat menjadi salah satu elemen penilailamdarosesbeauty
contest”

Dengan memasukkan teori Maarten Janssen terd€BBl) menganggap
bahwa prosedeauty contestermasuk ke dalam ruang lingkup dan pengertian
tender yang terdapat dalam pasal 22. Untuk itu Isebga perlu dianalisa
mengenai unsur-unsur dalam ketentuan pasal 22 gadadang No. 5 Tahun
1999, yaitu sebagai berikut®

a. Unsur pelaku usaha

Dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yhialnwa pelaku

usaha adalah setiap orang perorangan atau baddma, usaik yang

128 pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1989]IBPasal Terkait Dengan

Larangan Persekongkolan Dalam Tender. Hal. 12 - 14
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berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yahgkan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wiléyddum negara R,
baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanji@nyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Rérak yang
berperkara, yakni para terlapor merupakan suatuarbdtikum yang
berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Namun yang gdenigat bahwa PT
Pertamina, PT Medco Energi Internasional dan PT dde8&P Tomori
Sulawesi disini sebagai pihak yang menyelenggarakeiu pemilihan
mitra kerja, bukan sebagai pelaku usaha yang metigikoses pemilhan
tersebut. Namun tetap bahwa unsur pelaku usah&ipenuhi, hanya
status dari dua perseroan tersebut adalah pengalencatau panitia
pelaksana.

b. Unsur Bersekongkol
Dalam Pedoman pasal 22 yang dikeluarkan KPPU, dikab bahwa
Istilah “bersekongkol” diartikan sebagai kerjasayang dilakukan oleh
pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif giapadan dengan cara
apapun dalam upaya memenangkan peserta tendetuettgilah tersebut
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
I. kerjasama antara dua pihak atau lebih,

ii. secara terang terangan maupun diam-diam melakukatakan
penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya,

lii.  membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan,

iv. menciptakan persaingan semu,

V. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya pessgkolan,

vi. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipunga&mui atau
sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut udtdak untuk
mengatur dalam rangka memenangkan peserta temghertte

vii. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggacket atau pihak
terkait secara langsung/tidak langsung kepada pelsdaha yang
mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Unsur-unsur ini harus dibuktikan bahwa persekoraykdlerjadi antara

pelaku usaha yang bersaing. Dalam kasus ini amttapor I, Terlapor I,

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisa putusan ..., Rio Panggabumi Rasobayo, FH Ul, 2011



72

Terlapor Il dan Terlapor IV bukanlah merupakan gieg. Terlapor |
(Pertamina), terlapor Il (Medco Energi Internasipndan terlapor Il
(Medco E&P Tomori Sulawesi) statusnya merupakanalpihyang
menyelenggarakan “tender”, sedangkan terlapor Nts\Mishi) adalah
pelaku yang mengikuti proses “tender” atau yangliis sebagai peserta.
Dengan begitu maka tidak mungkin adanya persaingarara
penyelenggara tender dengan peserta tender, seharastara sesama
peserta tender. Selain dari pada itu persekongkolapara peserta harus
ditujukan untuk mengatur pemenang tender. Sehinggar bersekongkol
ini tidak terpenuhi.
c. Unsur Pihak Lain

Yang dimaksud pihak lain adalah para pihak (vertilkeen horizontal) yang
terlibat dalam proses tender yang melakukan penggdadan tender baik
pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau sulkakn lainnya yang
terkait dengan tender tersebut. Dengan melihatafta hukum yang
ada dalam perkara ini, KPPU menganggap telah tepesekongkolan
secara vertikal antara penyelenggara tender denmeserta tender.
Persekongkolan tender secara vertikal, artinya bakevjasama tersebut
dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksadet. Dalam hal ini,
biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan péasyaratan-
persyaratan bagi seorang penawar, sehingga diat dapamenangkan
penawaran tersebut. Kalau kita melihat maksud ddrak lain dalam
pedoman pasal 22 tersebut adalah pelaku usahass@esgrta tender dan
atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tendeka akan sulit
menentukan siapa atau pihak mana yang termasukndaldjek hukum
lainnya tersebut, apakah pihak tersebut adalahmsesaesaing atau
kompetitor peserta tender atau pihak penyelenggader itu sendiri. Jika
kita merujuk pada risalah rapat dalam perancangatahly-Undang No. 5
Tahun 1999 di DPR yang merupakan salah satu metaafsiran hukum
yang benar, maka pengertian pihak lain disini ddal@laku usaha yang
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mengikuti tender atau peserta tentférMaka dapat disimpulkan bahwa
maksud dari pihak lain dalam Undang-Undang No. Bufal999 adalah
pelaku usaha yang mengikuti proses tender atautpesmder, artinya
persekongkolan yang dimaksud adalah antar paraingesbhukan
persekongkolan secara vertikal antara peserta tendengan
penyelenggara atau panitia pelaksana tender. Dedgamkian dalam
perkara pemilihan mitra kerja pengembangan gas Blokggi — Senoro
ini, Terlapor | (Pertamina), terlapor Il (Medco Egelnternasional) dan
terlapor Il (Medco E&P Tomori Sulawesi) bukanlalesping, mereka
adalah pelaku usaha yang sedang mencari atau fneniife. kerja lainnya
yang akan mendirikan usaha patungan ataupun kamsoraintuk
mengembangkan usaha gas Blok Donggi — Senoro.

d. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender
Mengatur dan atau menentukan pemenang tender asladdiln perbuatan
para pihak yang terlibat dalam proses tender sdwarsekongkol yang
bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lainageb pesaingnya
dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertisrigan berbagai
cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tersggut antara lain
dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenangsypeatan teknik,
keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagatfang perlu diingat
bahwa Terlapor | (Pertamina), terlapor Il (MedcoeEn Internasional)
dan terlapor 11l (Medco E&P Tomori Sulawesi) bulkamlpesaing, mereka
adalah pelaku usaha yang sedang mencari atau rneniife. kerja lainnya
yang akan mendirikan usaha patungan ataupun kamsgrsehingga tidak
memenuhi syarat pelaku usaha lain atau pihak &bagai pesaing. Dalam
proses pemilihan mitra kerja tersebut juga tidak aérlakuan khusus
terhadap salah satu calon pesdx¢amuty contestseluruh peserta tender
dikabari atau diundang untuk mengikuti proses pearil, presentasi
berdasarkan undangan dilakukan oleh seluruh pe$erdaity contest

termasuk LNGEU. Dengan begitu pertimbangan KPPLlyyaenganggap

129 Risalah Rapat DPR RI tentang Perancangan Undadgfdn Larangan Praktek
Monopoli (RUU No. 5 Tahun 1999). Hal. 360
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bahwa Terlapor | (Pertamina), terlapor 1l (MedcoeEn Internasional)
dan terlapor Ill (Medco E&P Tomori Sulawesi) melkkn tindakan
diskriminasi untuk menentukan Mitsubishi sebagangeang adalah tidak
tepat dan tidak berdasar. Mengingat para calonrjgeselah diberikan
undangan untuk mengikuti proségauty contesini pada waktu yang
bersamaan, yakni tanggal 1 September 2006.
Mengenai maksud tender, dalam penjelasan Pasahdarig-Undang No.
5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukanakebarga untuk
memborong suatu pekerjaan, maupun untuk pengadeandsbarang atau
untuk menyediakan jasajasa tertentu. Berdasar padgertian tersebut,
maka cakupan tawaran pengajuan harga dalam te redigun:

a. memborong/melaksanakan suatu pekerjaan tertentu

b. pengadaan barang dan atau jasa,

c. membeli barang dan atau jasa, serta

d. menjual barang dan atau jasa
Pengertian dari tender juga terdapat dalam Kepnoti&asiden No. 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaangBadasa
Pemerintah, tender atau pengadaan barang/ jaskahasebagai kegiatan
pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBNDARRik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penpadiamg/ jasa.
Dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan dJ8éihk Negara
Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaean
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Ndgsemtuan tender
dan metode atau cara pengadaan barang/ jasa ypagdigunakan oleh
BUMN yaitu dengan cara antara lain sebagai beritaigpi tidak hanya
terbatas pada®

a. Pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka untukk@assultan, yaitu

diumumkan secara luas melalui media massa guna aremb
kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yangnotem

kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;

130 peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negsmor Per-05/MBU/2008, Op,
cit., Pasal 5 ayat 2
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b. pemilihan langsung, atau seleksi langsung untulgadman jasa
konsultan, yaitu pengadaan barang dan jasa yarayatikan
kepada beberapa pihak terbatas sekurang-kurangny@ua)
penawaran;

c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dam yasg
dilakukan secara langsung dengan menunjuk satuegenparang
dan jasa atau melalbeauty contest;

d. pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap bargagg
terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berlasaharga
pasar.

Dalam pertimbangannya KPPU mendalilkan berdasaplearafsiran pada
alat-alat bukti indikasi ifdirect evidences dan tulisan dalam buku
Maarten Jansen yang menjelaskan balim@auty contest is just one
mechanism out of series of allocation modalitiegshsas a lottery, first
come first served, beauty contest, auctions, eétcah be argued that
among these modalities Beauty Contests are bdstsiar projects where
there is scope for innovation and different appittex by developers and
where authorities hope to elicit imaginative proalssfor projects.3!

Melihat penjelasan mengenai pengertiagauty contestdiatas, bahwa
prosesbeauty contesini bertujuan untuk memilinh atau menentukan mitra
kerja dalam mengerjakan proyek dan dibutuhkan pesarta modal
(allocation modalities dalam menjalankan proyek tersebut. Sedangkan
dalam pengertian tender yang terdapat dalam Pearatéerundang-
Undangan yang telah disebutkan diatas, tidak ddipatnukan mengenai
ketentuan pemilihan mitra kerja yang mencakup plekgaian modal dari
peserta tersebut merupakan pengertian atau ruaggup tender yang
dimaksud. Artinya dasar hukum KPPU disini dalam mtrs perkara
pemilihan mitra kerja dengan menggunakan ketentelader dalam pasal
22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Ketentuaanddeputusan

131 Maarten C.W. Janssen (ed.), Auctioning Public fssé@alysis and Alternative, 2003,
hal. 85.
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Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PekksaPengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah dinilai tidak tepat daaktimerdasar.

Kemudian dalam ketentuan Peraturan Menteri BUMNateg Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badha Wlik
Negara pasal 5 ayat 2, pada poin ¢ ketentuan mangeta cara
Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa pemutgmigsung, yaitu
pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secagsulagm dengan
menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau medakuty contest.
Namun dalam peraturan tersebut tidak dijelaskangeres maksud dan
prosesheauty contedtu sendiri dan hanya disebutkan ketentuan dalaim h
penunjukan secara langsung dengan proses menaarinanunjuk satu
penyedia barang dan jasa yang dapat dilakukan mdiabuty contest
Ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai peramjpklaku usaha
sebagai penyedia barang dan jasa, bukan untukipamihitra kerja yang
mencakup pengalokasian modal dari peserta teragtiuk mengerjakan
proyek secara bersama-sama. Dengan begitu makd dem@apulkan
bahwa proseseauty contestyang dilakukan Terlapor | (Pertamina),
terlapor 1l (Medco Energi Internasional) dan tedapll (Medco E&P
Tomori Sulawesi) tidak termasuk ke dalam pengeri@u ruang lingkup
tender yang dimaksud dalam Peraturan Menteri BUBISEbUL.

Hal ini diperkuat dalam pendapat seorang ahli HulRersaingan Usaha,
yakni Kurnia Toha, Ph.D. yang mengatakan bahwaktslamua model
seleksi masuk dalam pengertian tender sesuai ddiglanm Persaingan
Usaha, apalagi dalam arti tender sesuai dengan Pasandang-Undang
No. 5 Tahun 1999. Dengan kata lain tidak semua htedder atalbeauty
contestmasuk dalam arti tender dalam hukum persaingamausehingga
ia berpendapat bahwbeauty contst yang dilakukan oleh pihak-pihak
yang telah mendapatkan kontrak kerja sama terlaig@mbangan gas
Blok Donggi-Senoro dari pemerintah, untuk mencartrankerja dan
secara bersama-sama mengelola pengembangan payd&rgebut tidak
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termasuk dalam ruang lingkup persekongkolan tesdbagaimana diatur
dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1899.

e. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan UsahakT&khat
Persaingan usaha tidak sehat adalah persainganpahé&u usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaramdp@an atau jasa
yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melavimrkum atau
menghambat persaingan usaha. Dengan tidak terlgaktimsur-unsur
sebelumnya mengenai penyebab dari persaingan tisakasehat, maka
unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingarhaudalak sehat
sebagai akibat dari unsur-unsur penyebab tersedwatra otomatis tidak
terbukti pula.

Dengan tidak terbuktinya unsur-unsur yang berg&abulatif dalam pasal
22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang telah dikapadiatas, maka putusan
KPPU yang menyatakan bahwa Terlapor | (Pertamiadgpor Il (Medco Energi
Internasional) dan terlapor Il (Medco E&P Tomotl&wesi) terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-UndangoN@hun 1999 adalah
tidak tepat.

2. Mengenai Persekongkolan Membocorkan Rahasia Perusahn

Dalam putusan perkara ini, KPPU memutus bersaah ferlapor dengan
ketentuan pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 12&88al 23 merupakan pasal
yang mengatur mengenai persekongkolan membocor&hasia perusahaan.
Dalam pertimbangannya, KPPU mendalilkan baldue diligencemerupakan
upaya mendapatkan informasi rahasia LNGI dan hasd diligencetersebut
dimanfaatkan oleh Mitsubishi untuk membuat propagalam menyimpulkan
adanya bukti pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nahun 1999. Menurut
KPPU pula, PT Pertamina (Persero), PT Medco Enetgrnasional, Tbk, PT
Medco E&P Tomori Sulawesi dan Mitsubishi Corporatirbukti melakukan

persekongkolan untuk mendapatkan informasi dari ENGnelalui kegiatamue

132 Kurnia Toha, “Penegakan Hukum Persaingan Perihal Tender{makalah
disampaikan pada Seminar Sehari tentang Penegagétenti{an Hukum Persaingan Persaingan
Perihal Tender, Jakarta, 17 Maret 2011). Hal. 28

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisa putusan ..., Rio Panggabumi Rasobayo, FH Ul, 2011



78

dilligenceyang digunakan sebagai bahan pemikiran Mitsubisinp@ration dalam
menyiapkan proposal baik sebelum maupun pada sktsanaabeauty contest

Menurut analisa penulis dari fakta-fakta hukum gyaelah disebutkan
sebelumnya, bahwa Pertamina dan Medco tidak bepkaiss dengan pihak lain
untuk menguntungkan salah satu pihak dalam prosesity contestHal ini
dikarenakan dalam proses pemilihan mitra kerjaetars tidak ada perlakuan
khusus terhadap salah satu calon pesersauty contestseluruh peserta dikabari
atau diundang untuk mengikuti proses pemilihan, sgmeasi berdasarkan
undangan dilakukan oleh seluruh pesdeauty contesttermasuk LNGEU.
Dengan begitu pertimbangan KPPU yang menganggapvebaherlapor |
(Pertamina), terlapor Il (Medco Energi Internasiprdan terlapor Il (Medco
E&P Tomori Sulawesi) melakukan tindakan diskriminasituk menentukan
Mitsubishi sebagai pemenang adalah tidak tepattidiak berdasar. Mengingat
para calon peserta telah diberikan undangan untekgrkuti prosesbeauty
contest ini pada waktu yang bersamaan, yakni tanggal lteBdper 2006.
Kemudian dengan tidak adanya keberatan yang diajoledn calon pesertzeauty
contestyang merasa dirugikan selama proses beauty coftediukti pada saat
pertemuan penjelasan mengenai TOR pemilihan, tidkk keberatan dari calon
peserta beauty contest. Tidak ada informasi rahasiik LNGEU yang
digunakan dalam prosebeauty contest Perlu dipahami bahwa LNGEU
bermaksud untuk membeli gas dari Blok Senoro, sgdan proyek yang akan
dikembangkan oleh Pertamina dan Medco adalah pdreyayan proyek gas dari
Area Matindok dan Blok Senoro. Dengan adanya pewdedingkup proyek
antara pembelian gas dengan pengembangan proyégegasdaan baik dari segi
skema usaha maupun besaran proyek maupun tekn@agi digunakan) yang
ditentukan melalui prosebeauty contestni, kemudian proposal Mitsubishi
tanggal 22 September 2006 dalam ranbkauty contessama sekali berbeda
dengan proposal LNGEU tanggal 22 September 2006inH&erarti tidak ada
informasi hasildue diligenceterhadap LNGEU yang digunakan oleh Mitsubishi
dalam presentasinya.
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Dalam memutus perkara ini, KPPU hanya didasarkasha palat bukti
indikasi (ndirect evidencesatau biasa disebut petunjuk. Alat bukti ini tidak
dikenal dalam hukum acara yang berlaku di Indon@&sakut penjelasannya :

a. Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur rdaRasal 184
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 menyatakan bahw-alalabukti yang
sah adalah:

I. keterangan saksi,

ii. keterangan ahli,

li.  surat dan atau dokumen,
Iv. petunjuk dan keterangan terdakwa.

b. Hukum Acara Perdata (HIR) mengenal alat-alat bygitu :

I. tulisan,

li. bukti dengan saksi,

lii. persangkaan,

Iv. pengakuan, dan

V. sumpah.

c. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 mengatur mengeasiaiat bukti
pemeriksaan dalam Pasal 42 yaitu berupa :

I. keterangan saksi,

ii. keterangan ahli,

ii. surat dan atau dokumen,

Iv. petunjuk dan

v. keterangan pelaku usaha.

Beberapa pihak ada yang berpendapat bahwa buék tahgsung dapat

digolongkan sebagai petunjuk. Hal ini tidak tepatea berdasarkan Pasal

188 ayat 1 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kefadtau keadaan,

yang karena persesuaiannya, baik antara yang satgad yang lain,

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandbkhwa telah terjadi
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasala$882 menyatakan
bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat riyahaapat
diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan kegaranterdakwa.

Selanjutnya pasal 188 ayat 3 menyatakan penilai@s &ekuatan

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisa putusan ..., Rio Panggabumi Rasobayo, FH Ul, 2011



80

pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadadentu dilakukan
oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah émgadakan pemeriksaan
dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasatkamuraninya.
Dari rumusan Pasal 188 KUHAP ini, maka jelas balpetunjuk adalah
merupakan suatu kesimpulan Hakim yang dilakukangaenpenuh
ketelitian setelah mendengar keterangan saksi kdtarangan terdakwa
atau surat. Istilah yang mempunyai makna yang ndgpgan petunjuk
adalah persangkaan yang merupakan alat bukti mekutab Undang-
Undang Hukum Acara Perdata (HIR). Penjelasan F&ZsaKitab Undang-
Undang Hukum Acara Perdata (HIR) menjelaskan balidak ada
rumusan apa yang dimaksud dengan persangkaan.t®asdiut memberi
ketentuan bahwa persangkaan-persangkaan saja idalg didasarkan
pada suatu undang-undang hanya boleh diperhatikdm Hakim dalam
mempertimbangkan suatu perkara kalau persangkaén penting
seksama, tertentu dan bersesuaian satu sama lain

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskanyapg dimaksud
dengan alat bukti indikasi atau petunjuk tersef@eh karena itu, secara
sistematis arti suatu istilah dalam suatu undardgog dapat diartikan
sama dengan undang-undang lain yang mengatur hgls@ma. Dengan
demikian arti petunjuk (dan alat bukti lainnya) atal Pasal 42 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 adalah sama dengan ammjp&tsebagaimana
diatur dalam KUHAP atau kemungkinan mempunyai §gng sama
dengan petunjuk dalam Hukum Acara perdata.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka jelas bahwia tiwak langsung
atau alat bukti indikasiirfdirect evidencéstidak dikenal dalam hukum
Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh pendapat seorigHukum Ekonomi,
Prof. Erman Rajagukguk, yang mengatakan balmdirect evidence
menurut undang-undang tidak dikenal dalam hukum boditran
persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Nlah&n 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan UsahakTi#hat hanya
mengenal alat bukti sebagaimana dimaksud dalaml P@sdJndang-

Undang tersebut, kalaupun mau disamakan dengannjpletumaka
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petunjuk harus diperoleh dari keterangan saksgtsuaupun keterangan
pelaku usaha atau terlapor dan tidak bisa hanydabarkan dugaan,

penafsiran atau interpretasi dan logika Hakim $5ja.

3. Mengenai Kompetensi

Dengan melihat penjelasan mengenai analisa phesegy contestliatas,
maka perkara ini bukan merupakan kompetensi abdalitKkPPU karen@&eauty
contestyang dilakukan oleh Terlapor | (Pertamina), teolapl (Medco Energi
Internasional) dan terlapor Ill (Medco E&P Tomoul&wvesi) adalah merupakan
kegiatan keperdataan antara pihak-pihak privagrdabhngka mencari mitra kerja
yang secara bersama-sama menjadi pemegang sahasah@an yang akan
didirikan bersama dan secara bersama-sama melalkeigatan pengembangan
proyek gas dari Blok Donggi-Senoro. Hal ini lebilsebabkan karena para
terlapor ingin mencari mitra kerja yang dapat ikigmbantu dari segi permodalan
dan teknologi dalam pelaksanaan pengembangan prggekini, mengingat
Mitsubishi Corporation merupakan perusahaan asamg ynemiliki kualitas dan
pengalaman yang lebih serta permodalan yang kudtkumendukung
terlaksananya proyek gas Blok Donggi-Senoro ini.

133 prof. Erman RajagukgukPenerapan Hukum Asing Harus Melalui Undang-Undang
Suatu Tinjauan Keputusan Kppumakalah disampaikan pada Seminar Sehari tentamgg@kan
Ketentuan Hukum Persaingan Persaingan Perihal Tehaarta, 17 Maret 2011). Hal. 51 - 52
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BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional, ddn NRedco E&P
Tomori Sulawesi melakukan prosbsauty contesaitau suatu proses pemilihan
mitra kerja untuk menjalankan proyek gas Blok Darfggnoro secara bersama-
sama. Mereka memilih dan menunjuk Mitsubishi Cosion dalam proses
pemilihan mitra tersebut. Namun menurut KPPU, parkai merupakan salah
satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehanh&®& Pertamina, PT Medco
Energi Internasional dan PT Medco E&P Tomori Sukiwedinilai telah
melakukan tindakan persekongkolan tender yang niemgpeserta lainnya.
Dalam memutus perkara ini, KPPU menjatuhkan hukukegada mereka dengan
ketentuan pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 5 TaB@A. Oleh karena itu
penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahangyada dalam perkara
pengembangan gas Blok Donggi-Senoro yang telahudimieh KPPU tersebut.

1. Dalam pertimbangannya KPPU menganggap bahwa pbesegy contest
atau proses pemilihan mitra kerja merupakan suatiuk tender. KPPU
mengutip buku Maarten Janssen dalam menafsirkagepisn beauty
contest selain itu juga KPPU memasukkan tebbeiauty contesyang ada
dalam buku Maarten Janssen dalam pertimbangannyangdb
memasukkan teori Maarten Janssen tersebut, KPPlganggap bahwa
prosesbeauty contestermasuk ke dalam ruang lingkup dan pengertian
tender yang terdapat dalam pasal 22 Undang-Undand N'ahun 1999.
Melihat penjelasan mengenai pengertia@auty contestbahwa proses
beauty contesini bertujuan untuk memilih atau menentukan mkesja
dalam mengerjakan proyek dan dibutuhkan peran sevtial @llocation
modalitie3 dalam menjalankan proyek tersebut. Sedangkanmdala
pengertian tender yang terdapat dalam Peraturann@amng-Undangan
yang telah disebutkan bab sebelumnya, tidak dapaidkan mengenai

ketentuan pemilihan mitra kerja yang mencakup plekgaian modal dari
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peserta tersebut merupakan pengertian atau ruaglup tender yang
dimaksud. Artinya dasar hukum KPPU disini dalam mtrs perkara
pemilihan mitra kerja dengan menggunakan ketentelader dalam pasal
22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan dinilai titgat dan tidak
berdasar. Dengan begitu maka dapat disimpulkan &gtmsesbeauty
contestyang dilakukan Terlapor | (Pertamina), terlapofNedco Energi
Internasional) dan terlapor Il (Medco E&P Tomorul&wesi) tidak
termasuk ke dalam pengertian atau ruang lingkugetegang dimaksud

dalam pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

2. Dalam putusannya, KPPU menyatakan bahwa para eertefah terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuanzsain 23 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999. Namun KPPU tidak tepardahembuktian
unsur-unsur di tiap pasalnya.

Pasal 22 :

a. Unsur pelaku usaha

Para pihak yang berperkara, yakni para terlapoupaan suatu badan
hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Nayauny perlu
diingat bahwa PT Pertamina, PT Medco Energi Intgomal dan PT
Medco E&P Tomori Sulawesi disini sebagai pihak yang
menyelenggarakan suatu pemilihan mitra kerja, bukebagai pelaku
usaha yang mengikuti proses pemilhan tersebut.

b. Unsur Bersekongkol

Dalam kasus ini antara Terlapor |, Terlapor I, [&por Il dan Terlapor
IV bukanlah merupakan pesaing. Terlapor | (Pertajpirterlapor II
(Medco Energi Internasional) dan terlapor IlI (Med&&P Tomori
Sulawesi) statusnya merupakan pihak yang menyedeakgn “tender”,
sedangkan terlapor 1V (Mitsubishi) adalah pelakagyanengikuti proses
“tender” atau yang disebut sebagai peserta. Demgagitu maka tidak
mungkin adanya persaingan antara penyelenggarartelghgan peserta

tender, seharusnya antara sesama peserta tender.
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c. Unsur Pihak Lain

Yang dimaksud pihak lain adalah para pihak (vertilken horizontal) yang
terlibat dalam proses tender yang melakukan penggdadan tender baik
pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau sulkekn lainnya yang
terkait dengan tender tersebut. Dengan melihatfidita hukum yang
ada dalam perkara ini, KPPU menganggap telah tegesekongkolan
secara vertikal antara penyelenggara tender depgserta tender. Jika
kita merujuk pada risalah rapat dalam perancangatahy-Undang No. 5
Tahun 1999 di DPR yang merupakan salah satu me@ufsiran hukum
yang benar, maka pengertian pihak lain disini dd@elaku usaha yang
mengikuti tender atau peserta tender. Maka damampulkan bahwa
maksud dari pihak lain dalam Undang-Undang No. Buhal999 adalah
pelaku usaha yang mengikuti proses tender atautpesasder, artinya
persekongkolan yang dimaksud adalah antar paraingesbhukan
persekongkolan secara vertikal antara peserta mendengan
penyelenggara atau panitia pelaksana tender. Dedgamkian dalam
perkara pemilihan mitra kerja pengembangan gas Blokggi — Senoro
ini, para terlapor bukanlah pesaing, mereka adpklaku usaha yang
sedang mencari atau memilih mitra kerja lainnyagyakan mendirikan
usaha patungan ataupun konsorsium untuk mengemérangsaha gas
Blok Donggi — Senoro.

d. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender
Mengatur dan atau menentukan pemenang tender asladdin perbuatan
para pihak yang terlibat dalam proses tender sdwarsekongkol yang
bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lainageb pesaingnya
dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertisrigan berbagai
cara. Yang perlu diingat bahwa Terlapor | (Pertayiterlapor 1l (Medco
Energi Internasional) dan terlapor Il (Medco E&Rriori Sulawesi)
bukanlah pesaing, mereka adalah pelaku usaha yalang mencari atau
memilih mitra kerja lainnya yang akan mendirikanahes patungan
ataupun konsorsium, sehingga tidak memenuhi sysetaku usaha lain

atau pihak lain sebagai pesaing. Dalam proses jpemilmitra kerja
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tersebut juga tidak ada perlakuan khusus terhaglap satu calon peserta
beauty contestseluruh peserta tender dikabari atau diundangikunt
mengikuti proses pemilihan, presentasi berdasadckatangan dilakukan
oleh seluruh pesertheauty contestermasuk LNGEU. Dengan begitu
pertimbangan KPPU yang menganggap bahwa Terlag®&eitamina),
terlapor 1l (Medco Energi Internasional) dan tedapll (Medco E&P
Tomori Sulawesi) melakukan tindakan diskriminasiiukn menentukan
Mitsubishi sebagai pemenang adalah tidak tepat ftitkak berdasar.
Mengingat para calon peserta telah diberikan uralanmtuk mengikuti
prosesbeauty contesini pada waktu yang bersamaan, yakni tanggal 1
September 2006.

Mengenai unsur tender telah dijelaskan dalam kadenpsebelumnya
bahwa pemilihan mitra kerjabéauty contejttidak termasuk ke dalam
pengertian atau ruang lingkup tender yang dimakdalhm pasal 22
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

e. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan UsahakT&khat
Dengan tidak terbuktinya unsur-unsur sebelumnyageea penyebab
dari persaingan usaha tidak sehat, maka unsur dapagakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebaghatallari unsur-unsur
penyebab tersebut secara otomatis tidak terbukdi pu

Dengan tidak terbuktinya unsur-unsur yang berddamnulatif tersebut
dalam pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 {glab dijabarkan
diatas, maka putusan KPPU yang menyatakan bahwaeréapor terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Uidlzoeng No. 5
Tahun 1999 adalah tidak tepat.

Pasal 23 :

Pasal 23 merupakan pasal yang mengatur mengensekpegkolan
membocorkan rahasia perusahaan. Dalam pertimbayganKPPU
mendalilkan bahwa PT Pertamina (Persero), PT Medaoergi
Internasional, Tbk, PT Medco E&P Tomori Sulawesn dslitsubishi

Corporation terbukti melakukan persekongkolan untuendapatkan
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informasi dari LNGEU melalui kegiatadue dilligenceyang digunakan
sebagai bahan pemikiran Mitsubishi Corporation malenenyiapkan
proposal baik sebelum maupun pada saat pelaksaeaaty contest
Menurut analisa penulis dari fakta-fakta hukum ydatah disebutkan
sebelumnya, bahwa Pertamina dan Medco tidak bepkaiss dengan
pihak lain untuk menguntungkan salah satu pihalardaprosesheauty
contest Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan miiegja tersebut
tidak ada perlakuan khusus terhadap salah satun qadsertabeauty
contest seluruh peserta dikabari atau diundang untuk rkatigoroses
pemilihan, presentasi berdasarkan undangan dilakusleh seluruh
pesertabeauty contesttermasuk LNGEU. Kemudian proposal dalam
presentasi yang dilakukan Mitsubishi pada tangg@alS2ptember 2006
dalam rangkéeauty contessama sekali berbeda dengan proposal yang
dipresentasikan LNGEU pada tanggal 22 Septembes.200

Perlu dipahami bahwa LNGEU bermaksud untuk memipedi dari Blok
Senoro, sedangkan proyek yang akan dikembangkdnReeamina dan
Medco adalah pengembangan proyek gas dari Blok glodgn Blok
Senoro. Dengan adanya perbedaan lingkup proyekaaptambelian gas
dengan pengembangan proyek gas yang ditentukadumglasesbeauty
contestini maka tidak tepat bahwa telah terjadi persekotan untuk
membocorkan rahasia perusahaan. Dengan begitu aapld disimpulkan
bahwa tidak ada informasi hagilue diligenceterhadap LNGEU yang
digunakan oleh Mitsubishi dalam presentasinya.

Dalam proses pemeriksaan dan pembuktian, KPPU hbeydasarkan
pada alat bukti indikasiir{direct evidencgsdan menggunakannya dalam
memutus perkara ini. Berdasarkan penjelasan padaadizelumnya maka
jelas bahwa bukti tidak langsung atau alat bukilikasi (ndirect
evidencek tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Hal ini démakan
bahwa indirect evidencemenurut undang-undang tidak dikenal dalam
hukum pembuktian persaingan usaha di Indonesia.
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V.2. Saran

Dengan melihat permasalahan yang ada dalam pukiBBt mengenai
perkara pemilihan mitra kerja atau prosesuty contesii, maka penelitian ini
akan memberikan saran-saran yang diharapkan manepyetesaikan masalah
yang ada dikemudian hari. Yang menjadi saran dgtemelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Perlu adanya kesamaan pemahaman mengenai pengdararruang
lingkup tender serta ketentuan-ketentuan lainnysyyada dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 agar tercapainya kepalstiknm dan keadilan
bagi para pelaku usaha, aparat penegak hukunsta&eholderdainnya.
Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi pihak-pilyakg dirugikan
akibat tidak adanya kesamaan pemahaman dalam kateritukum
persaingan usaha ini.

2. Perlu adanya pemberian kewenangan KPPU untuk meaku
penggeledahan, penyitaan dan bahkan penyadapamguniapatkan alat-
alat bukti dalam menyidik dan memeriksa perkarasgiagan usaha.
Dengan begitu diharapkan KPPU dapat menjalankaastuyg secara

efektif dalam menegakkan hukum persaingan usatradnesia.
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